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ABSTRAK 

 

Nama   :  Aquino Octavivano 

Dosen Pembimbing :  Dyah Setyaningrum, S.E., M.S.M 

Program studi  :  Ekstensi Akuntansi 

Judul                          : Analisis Pembukuan Pihak Ketiga Minus Pada Satuan 
Kerja Luar Negeri dan Solusi Penyelesaian : Studi Kasus 
pada 12 Satker Luar Negeri 

 

Skripsi ini bertujuan menganalisis pembukuan pihak ketiga minus (PFK Minus) 
pada Satuan Kerja Luar Negeri dan solusi penyelesaiannya. Metode pengumpulan 
data dilakukan dengan penelusuran pembukuan dalam Sistem Informasi 
Manajemen Keuangan (SIMKEU) Satker Luar Negeri Tahun Anggaran 2010 dan 
hasil pemeriksaan aparat pemeriksa Negara Republik Indonesia. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kurang tersedianya data bukti transaksi keuangan dan pagu 
anggaran yang tidak mencukupi merupakan faktor utama penyebab PFK Minus. 
Solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan perubahan mekanisme 
penganggaran dan revisi anggaran yang ditetapkan Kementerian Keuangan.  
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ABSTRACT 
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Instructor  :  Dyah Setyaningrum, S.E., M.S.M 

Study Program :  Extension - Accounting 

Title                            : Analysis on Overspending budget Within Foreign Affairs 
Overseas Unit and its Solution : Case Study on 12 Foreign 
Affairs Overseas Unit 

 

This thesis aims to analyze overspending budget within Foreign Affairs Overseas 
Unit and its solution. Methods of data collection is conducted by searching within 
Financial Management Information System (SIMKEU) in the Fiscal Year of 2010 
and the results of the inspection from the authority agencies. The conclusion of this 
study is the lack of availability on supporting documents from the financial 
transactions and the budget shortfall are the main factors that led to overspending 
budget. The solution is conducted by changing the mechanism of budget 
formulation and budget revision set out by the Ministry of Finance. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang   

Pada tahun anggaran 2009 Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 

Satker Luar Negeri secara keseluruhan adalah Disclaimer. Kemudian pada 

tahun anggaran 2010 Opini BPK naik kelas menjadi Wajar Dengan 

Pengecualian. Salah satu faktor yang menyebabkan opini tersebut dalam 

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK adalah masih terdapatnya saldo Pembukuan 

Pihak Ketiga Minus (PFK Minus) pada Laporan Keuangan Satker Luar Negeri 

secara keseluruhan yang belum ada tindak lanjut penyelesaian secara pasti. 

PFK Minus ini terjadi karena pengeluaran anggaran yang terjadi dalam 

tahun anggaran berjalan melebihi anggaran yang disediakan dalam RKA-K/L 

yang telah disusun menjadi DIPA pada masing-masing Satker Luar Negeri. 

Pengeluaran yang melebihi anggaran yang disediakan ini secara garis besar 

terjadi karena beberapa hal, diantaranya adalah terjadinya selisih kurs dari saat 

dilakukan perencanaan anggaran dengan saat dilakukan pembebanan anggaran 

sepanjang tahun anggaran berjalan. Selain itu adanya faktor keterlambatan 

transfer anggaran dari Satker Luar Negeri Pusat kepada masing-masing Satker 

Luar Negeri juga menjadi salah satu faktor yang signifikan menyebabkan 

terjadinya PFK Minus. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah adanya 

kekurangan anggaran belanja yang disediakan dalam tahun anggaran berjalan 

menjadi salah satu penyebab dari terjadinya PFK Minus pada Satker Luar 

Negeri. 

Satker Luar Negeri memiliki keunikan tersendiri dibandingkan satuan 

kerja instansi pemerintah lainnya, dimana bentuk pencairan anggaran belanja 

atas beban APBN nya semuanya dilakukan dalam mekanisme uang persediaan 

(UP). Biro Keuangan pada Satker Luar Negeri subbag pelaksanaan anggaran 

dan transfer meminta dispensasi persetujuan DJA untuk menyetujui Surat 

Perintah Membayar (SPM-UP) sebesar 1/4 DIPA kepada KPPN ke Satker 
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Luar Negeri karena maksimal UP yang dibolehkan secara umum hanya Rp 

200.000.000. Kemudian pelaksanaan pembayaran kepada pihak yang 

mengajukan tagihan di Satker Luar Negeri adalah dalam mata uang selain 

rupiah, dimana mayoritas dilakukan dalam mata uang dollar Amerika dan juga 

dalam mata uang lokal negara dimana Satker Luar Negeri tersebut berada.  

Hal ini menimbulkan permasalahan diantaranya karena perbedaan asumsi 

nilai tukar rupiah dengan dollar Amerika antara saat perancangan Rencana 

Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga hingga menjadi DIPA dibandingkan 

nilai tukar yang terjadi saat terjadinya transaksi pembayaran di Satker Luar 

Negeri. Karena penyusunan anggaran di pemerintah pusat dan daerah 

dilaksanakan dalam mata uang rupiah dengan acuan kurs APBN menggunakan 

kurs tengah Bank Indonesia, sementara transaksi pembayaran beban APBN / 

realisasi anggaran di satuan kerja menggunakan mata uang asing dengan kurs 

saat terjadinya transaksi. Hal ini mempersulit realisasi dan 

pertanggungjawaban dana UP yang diperoleh oleh Satker Luar Negeri. 

Apabila terjadi selisih kurs antara DIPA dan realisasinya maka bisa 

dimintakan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Selisih Kurs kepada 

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Namun pengajuannya 

pun memerlukan waktu hingga realisasi transfer UP atas selisih kurs diterima 

perwakilan.  

Selain itu ada juga permasalahan kekurangan alokasi anggaran yang 

diberikan untuk suatu mata anggaran keluaran (MAK) pada program, 

kegiatan, fungsi, subfungsi tertentu diakibatkan berubahnya faktor ekonomi 

dan faktor lainnya yang menjadi dasar perhitungan alokasi anggaran pada 

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Atas kekurangan 

alokasi ini bisa dimintakan revisi perpindahan MAK atau pengajuan 

Anggaran Belanja Tambahan (ABT) atas MAK yang terdapat pada program, 

kegiatan, fungsi, subfungsi dimaksud kepada Direktorat Jenderal Anggaran 

Kementerian Keuangan. Proses ini pun memerlukan waktu hingga realisasi 

transfer UP ABT Kekurangan Belanja tersebut. 
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Atas selisih kurs dan kekurangan anggaran yang terjadi di Satker Luar 

Negeri, karena proses pengajuan revisi atau ABT nya memerlukan waktu 

hingga realisasi, maka Satker Luar Negeri pun memohon persetujuan dari 

pusat untuk membebankan kekurangan dimaksud ke dalam Pembukuan Pihak 

Ketiga (PFK) sambil menunggu proses di Direktorat Jenderal Anggaran 

Kementerian Keuangan selesai. Pembukuan Pihak Ketiga (PFK) ini 

merupakan sarana untuk membebankan pengeluaran sementara yang terjadi 

saat UP belum diterima atau terjadi kekurangan anggaran dalam DIPA satuan 

kerja , dan harus didefinitifkan menjadi pengeluaran DIPA bila transfer UP / 

transfer UP selisih kurs / transfer UP ABT Kekurangan Belanja telah diterima 

oleh satuan kerja berdasarkan persetujuan oleh Direktorat Jenderal Anggaran 

Kementerian Keuangan. 

Masalah kemudian muncul saat revisi dan atau ABT yang diajukan tidak 

mendapatkan persetujuan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian 

Keuangan karena antara lain menurut perhitungan Kementerian Keuangan 

dana yang ada dalam DIPA Satker Luar Negeri masih cukup, kurangnya 

kelengkapan dokumen data dukung pengajuan revisi / ABT, tidak tersedianya 

anggaran dalam tahun berjalan. 

Pembukuan Pihak Ketiga (PFK) ini pun pada akhir tahun anggaran akan 

menjadi PFK minus yang belum didefinitifkan dalam DIPA tahun berjalan, 

yang berarti penggunaan dana yang telah dikeluarkan belum dapat 

dipertanggungjawabkan. Hal ini menjadi masalah / temuan Itjen satker luar 

negeri, BPKP, BPK dan merupakan salah satu penyebab laporan keuangan 

satker luar negeri mendapatkan opini disclaimer dari BPK pada tahun 

anggaran 2009, karena pengeluaran yang terdapat pada PFK Minus belum bisa 

dipertanggungjawabkan dalam DIPA pada tahun berjalan. 

Karena penggunaan dana untuk pengeluaran PFK meminjam dana 

kegiatan yang berasal dari DIPA, maka yang terjadi adalah kegiatan yang dana 

nya dipergunakan untuk PFK menjadi tidak bisa dilaksanakan, dan dana yang 

tercantum pada kegiatan tersebut harus disetorkan sebagai sisa anggaran 

(SIAR) tahun tersebut. Hal ini membuat Satker Luar Negeri harus meminjam 

Analisis pembukuan..., Aquino Octavivano, FE UI, 2012
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dana Kas Besi untuk menutup setoran SIAR tersebut. Kas Besi yang di tiap 

Satker Luar Negeri ditujukan untuk berjaga-jaga bila ada keterlambatan 

transfer UP ke satuan kerja menjadi tersisa sedikit dan akhirnya pun 

mengganggu likuiditas Satker Luar Negeri terutama saat transfer UP belum 

diterima dari KPPN. 

Proposal yang diajukan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian 

Keuangan yaitu untuk Restrukturisasi Manajemen Keuangan Satker Luar 

Negeri hanya memaparkan masalah yang terjadi pada Satker Luar Negeri dari 

sudut pandang selisih kurs semata, dan hanya mempertimbangkan masalah 

kerugian / keuntungan yang terjadi akibat selisih kurs. Proposal tersebut tidak 

mempertimbangkan kurangnya anggaran yang dialokasikan oleh Kementerian 

Keuangan pada Satker Luar Negeri akibat perbedaan perhitungan yang 

dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dengan 

perhitungan yang dilakukan oleh Satker Luar Negeri itu sendiri. Tidak 

transparannya metode perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal 

Anggaran terlihat dengan tidak dilampirkannya perhitungan yang dilakukan 

dalam menentukan apakah anggaran Satker Luar Negeri masih cukup ataukah 

harus direvisi / disetujui ABT nya. Perbedaan ini menyisakan masalah bagi 

Satker Luar Negeri yang ternyata dalam realisasi anggarannya baik itu belanja 

mengikat maupun tidak mengikat, melebihi perhitungan Direktorat Jenderal 

Anggaran dan pembayarannya tetap harus dilakukan. Solusi ini belum 

ditemukan karena sifat penganggaran pemerintah yang tidak mengenal 

kelangsungan periode antar tahun anggaran, membuat pengeluaran yang 

melebihi anggaran tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam anggaran tahun 

berjalan maupun masa mendatang walaupun pengeluaran tersebut tetap harus 

dilakukan karena menyangkut kepentingan negara seperti biaya perlindungan 

WNI / TKI yang terus meningkat dari tahun ke tahun, dan biaya gaji aparat 

pemerintah pada Satker Luar Negeri (belanja pegawai). 
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1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, perumusan masalah yang diangkat adalah: 

1.  Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya PFK Minus pada 

Laporan Keuangan Satker Luar Negeri?  

2.  Apa sajakah akibat dari PFK Minus pada Satker Luar Negeri? 

3.  Bagaimanakah alternatif penyelesaian PFK Minus untuk bahan 

penyampaian kepada Kementerian Keuangan? 

4.  Apakah langkah strategis di masa mendatang untuk mengurangi 

kemungkinan PFK minus muncul dan menjadi masalah lagi pada Satker 

Luar Negeri? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari perumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian ini 

adalah : 

1. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya PFK Minus pada 

laporan keuangan Satker Luar Negeri  

2. Menganalisis akibat dari PFK Minus pada Satker Luar Negeri 

3.   Menganalisis alternatif penyelesaian PFK Minus untuk bahan 

penyampaian kepada Kementerian Keuangan 

4.   Menganalisis langkah strategis di masa mendatang untuk mengurangi 

kemungkinan PFK Minus muncul dan menjadi masalah lagi pada Satker 

Luar Negeri 

 

1.4 Manfaat/Kontribusi Utama Penelitian 

Manfaat utama yang bisa didapat dari penelitian ini adalah : 

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan Satker Luar Negeri untuk 

mengajukan dispensasi pembebanan PFK Minus pada Direktorat Jenderal 

Anggaran untuk dapat dipertanggungjawabkan pada DIPA tahun anggaran 

yang diijinkan 

2. Sebagai bahan pembelajaran bagi setiap Bendahara Pengeluaran pada 

Satker Luar Negeri untuk memperhatikan masalah PFK Minus saat 

Analisis pembukuan..., Aquino Octavivano, FE UI, 2012
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penugasan di luar negeri, untuk segera dimintakan penggantian melalui 

cara-cara yang sesuai peraturan 

3. Sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Anggaran untuk dapat 

duduk bersama melakukan perhitungan dengan Satker Luar Negeri dalam 

menentukan besaran kebutuhan anggaran, sehingga perbedaan perhitungan 

tidak lagi terjadi yang berakibat pada kurangnya anggaran yang tersedia. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasi pada : 

1. Studi kasus hanya dilakukan pada 12 Satker Luar Negeri yang dipilih 

menjadi sampel penelitian dikarenakan adanya faktor kerahasiaan data 

2. Tahun penelitian adalah pada PFK Minus yang terjadi sampai dengan 

tahun 2010 

3. Dokumen sumber penelitian adalah pada korespondensi antara Satker Luar 

Negeri dengan Pusat beserta dengan hasil audit yang dilakukan tim 

pemeriksa Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Satker 

Luar Negeri 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang Latar Belakang, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat/Kontribusi Utama Penelitian, Ruang 

Lingkup Penelitian, serta Sistematika Penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini akan menyajikan berbagai rumusan teori yang diambil dari berbagai 

sumber seperti peraturan dan perundang-undangan, buku-buku, penelitian 

sebelumnya dan referensi lainnya mengenai pembukuan pihak ketiga dan 

konsep uang persediaan serta DIPA Satker Luar Negeri 
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BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Bab ini akan menyajikan visi misi objek penelitian, satker luar negeri yang 

memiliki PFK Minus, realisasi anggaran belanja pada satker luar negeri yang 

memiliki PFK Minus, metode pengumpulan data, metode pengambilan sampel 

(sampling method),  

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini akan menyajikan skema terjadinya PFK Minus, analisis dan 

pembahasan atas faktor penyebab terjadinya PFK Minus, analisis akibat dari 

PFK Minus, analisis alternatif penyelesaian PFK Minus, analisis langkah 

strategis untuk mengurangi PFK Minus terjadi di masa mendatang 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini akan menyajikan kesimpulan dan saran yang bisa diberikan oleh 

penulis dalam menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan objek 

penulisan 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Jenis PFK Minus 

Temuan  BPK  pada Tahun Anggaran 2010 menyatakan bahwa PFK Minus 

yang terjadi pada Satker Luar Negeri secara garis besar dapat dibedakan 

menjadi : 

1. PFK Internal Satker Luar Negeri 

PFK Internal Satker Luar Negeri adalah PFK yang merupakan pembukuan 

pengeluaran di luar anggaran Satker Luar Negeri yang ditujukan untuk 

kepentingan Satker Luar Negeri tersebut. Termasuk dalam PFK Internal 

diantaranya adalah PFK Minus terkait dengan belanja pegawai, belanja 

barang, dan belanja modal pada Satker Luar Negeri. 

2. PFK Eksternal Satker Luar Negeri 

PFK Eksternal Satker Luar Negeri adalah PFK yang merupakan pembukuan 

pengeluaran pinjaman anggaran kepada Satker Kementerian Teknis terkait 

yang bertempat pada unit kerja Satker Luar Negeri. Satker Kementerian 

Teknis dimaksud diantaranya adalah Kementerian Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pendidikan 

Nasional, Atase Pertahanan, SLO Polri, dll. 

2.2 Mekanisme Pembukuan Pihak Ketiga pada Satker Luar Negeri 

Pembukuan pihak ketiga  (PFK) adalah pembukuan terhadap pengeluaran 

beban dinas sementara yang belum bisa dibebankan ke dalam DIPA dan atau 

ABT serta titipan dari pihak ketiga. Dalam Sistem Informasi Manajemen 

Keuangan (SIMKEU) Satker Luar Negeri pembukuan PFK dipisahkan ke 

dalam PFK milik Deplu, Atase teknis (Atnis)/ Atase pertahanan (Athan) yang 

masing-masing dikelompokkan ke dalam  tiga jenis yang terdiri dari PFK-

DIPA, PFK-Non DIPA dan PFK-Titipan. Pemisahan ke dalam 3 (tiga) 

kelompok ditujukan untuk mendapatkan data rinci pembukuan, dan kaitannya 
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dengan pengeluaran dinas selanjutnya harus dipertanggungjawabkan ke dalam 

DIPA dan bukan DIPA serta kemudahan dalam penyusunan neraca bagi Satker 

Luar Negeri. Aturan umum seluruh pembukuan PFK harus mendapat ijin 

Pusat. 

PFK-DIPA untuk membukukan pengeluaran dinas yang belum bisa 

dipertanggungjawabkan ke dalam DIPA Satker Luar Negeri yang disebabkan 

uang persediaan (UP) belum diterima dan atau UP tidak mencukupi. 

Pengeluaran ini seluruhnya harus bisa dipertanggungjawabkan ke dalam DIPA 

tanpa melewati batas tahun anggaran. Sehingga sisa sampai dengan bulan ini 

dalam PFK DIPA selalu minus karena belum dapat dipertanggungjawabkan ke 

dalam DIPA dan nihil karena seluruhnya sudah dipertanggungjawabkan ke 

dalam DIPA. Apabila sisa sampai dengan bulan ini PFK DIPA plus berarti 

pembukuan PFK adalah salah dan atau sisa sampai dengan bulan ini SISA 

DIPA sampai dengan akhir tahun tidak boleh minus tanpa seijin Pusat. 

Untuk PFK-Non DIPA adalah fasilitas untuk pembukuan sementara dinas 

yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan kegiatan rutinitas Satker Luar 

Negeri, seperti kejadian luar biasa yang tidak dapat dihindarkan, dengan 

penyelesaian tidak harus melalui DIPA Perwakilan. Disamping itu PFK Non-

DIPA juga dipakai untuk pembukuan yang bersifat alat bantu memudahkan 

penyajian pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang  berlaku akibat adanya 

batasan SIMKEU, seperti PFK Kas Besi (PFK-KB) dan PFK Penukaran Uang 

(PFK-PU). PFK-Kas Besi untuk membukukan pinjaman dan pengembalian 

pinjaman kas besi. PFK-PU diperlukan untuk membukukan penukaran uang 

dari US$ ke Valuta Setempat (VS) secara intern khusus pada akhir tahun 

anggaran dalam rangka menjadikan Sisa Anggaran (SIAR) seluruhnya dalam 

US$ dan PU ekstern untuk mengisi VS sebelum transfer UP diterima atau 

transfer UP telah habis. PFK-PU dimaksud harus segera dinihilkan dengan 

membuat penukaran secara intern antara PFK-PU dengan PU DIPA Deplu 

setelah transfer UP diterima.  
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PFK bagian titipan dipergunakan untuk membukukan titipan pribadi 

pihak ketiga yang merupakan potongan wajib bagi pegawai negeri sipil pada 

Satker Luar Negeri, seperti Potongan Yayasan Kesehatan (Yakes), Potongan 

Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (Korpri) dan lain-lain yang 

laporannya tidak ada kaitannya dengan kedinasan dan harus seijin Pusat. PFK 

titipan ini tidak dilaporkan ke dalam neraca Satker Luar Negeri.  

Sisa PFK minus pada laporan keuangan berarti terdapat peminjaman 

kepada Satker Luar Negeri dan harus segera diselesaikan sesuai ketentuan 

yang berlaku.  Sedangkan sisa PFK plus berarti ada penitipan sejumlah dana 

kepada Satker Luar Negeri dan bisa diambil bagi yang berhak atau yang 

memiliki pada setiap saat.  

Untuk pengeluaran dinas yang bersifat luar biasa dan tidak dapat 

dihindarkan dimana DIPA Satker Luar Negeri tidak mencukupi, setelah 

mendapatkan ijin tertulis dari Pusat, dapat dibukukan sementara pada PFK. 

Selanjutnya setelah diperoleh ABT maka pengeluaran dimaksud langsung 

dipertanggungjawabkan ke dalam ABT sebagaimana mestinya.  

2.3 Jenis-jenis Belanja dalam DIPA Satker Luar Negeri yang Terpengaruh 

PFK Minus 

Dalam menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), pengguna 

anggaran / kuasa pengguna anggaran berpedoman pada peraturan harga satuan 

yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan setiap tahunnya. DIPA disusun 

berdasarkan klasifikasi program, fungsi, kegiatan, subkegiatan dan dirinci 

menurut jenis belanja. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2007 

tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Anggaran 

Kementerian Negara dan Lembaga menyajikan jenis belanja yang terdapat 

dalam DIPA Satker Luar Negeri sebagai berikut : 

1. Belanja Pegawai 

Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang 

yang diberikan kepada pegawai pemerintah yang bertugas di dalam maupun 
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luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali 

pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. 

a. Belanja Pegawai Mengikat 

Belanja pegawai mengikat adalah belanja pegawai yang dibutuhkan 

secara terus menerus dalam satu tahun dan harus dialokasikan oleh 

kementerian negara / lembaga dengan jumlah yang cukup pada tahun 

yang bersangkutan. Untuk Satker Luar Negeri alokasinya adalah 

sebagai berikut : 

1) Gaji Home Staff  (HS) dan Local Staff (LS) pada Satker Luar Negeri 

termasuk atase teknis didasarkan pada payroll (daftar Tunjangan 

Penghidupan Luar Negeri / TPLN bulan Maret 2007, sebelum 

dilakukan perubahan Angka Dasar Tunjangan Luar Negeri/ 

ADTLN) 

2) Untuk menghitung selisih formasi – bezzeting HS didasarkan pada 

angka rata-rata TPLN. Khusus apabila terjadi kekosongan Kepala 

Satker Luar Negeri maka perhitungan formasi – bezzeting nya 

menggunakan ADTLN x Angka Pokok Tunjangan Luar Negeri 

(APTLN)  dengan asumsi 1 istri dan 2 anak 

3) Untuk menghitung selisih formasi – bezzeting LS didasarkan pada 

payroll terendah tahun anggaran 2007 

4) Untuk menghitung kurs digunakan kurs yang ditetapkan APBN 

5) Alokasi Tunjangan lain-lain HS dihitung maksimum 40% dari 

alokasi gaji luar negeri/ TPLN HS dengan perhitungan Tunjangan 

Sewa Rumah (TSR) 25% dan Tunjangan Restitusi Pengobatan 15% 

6) Alokasi Tunjangan lain-lain LS dihitung maksimum 30% dari 

alokasi gaji luar negeri LS, dengan perhitungan lembur maksimum 

28% dan Tunjangan asuransi kecelakaan 2% 

7) Alokasi anggaran social security LS dihitung rata-rata maksimum 

7% dari alokasi gaji luar negeri LS, kecuali ada peraturan lain 

ketenagakerjaan setempat dimana Satker Luar Negeri berada, maka 
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pengalokasiannya mengikuti ketentuan ketenagakerjaan pada negara 

setempat. 

b. Belanja Pegawai Tidak Mengikat 

Belanja pegawai tidak mengikat adalah belanja pegawai yang diberikan 

dalam rangka mendukung pembentukan modal dan atau kegiatan yang 

bersifat temporer. Anggaran belanja pegawai tidak mengikat dapat 

diberikan untuk kegiatan sepanjang : 

1) Pelaksanaannya memerlukan pembentukan pembentukan panitia / 

kelompok kerja 

2) Mempunyai keluaran (output) yang jelas dan terukur 

3) Sifatnya koordinatif dengan mengikutsertakan satker/ organisasi lain 

Belanja pegawai tidak mengikat berupa honor tidak dapat diberikan 

untuk HS dan hanya bisa diberikan untuk LS kecuali ditetapkan dengan 

ketentuan lain, seperti pengadaan barang dan jasa yang ditentukan 

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah 

diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dapat 

diberikan kepada pegawai negeri sipil yang menjadi panitia pengadaan, 

yang berarti hanya bisa dilakukan oleh HS dan tidak boleh dilakukan 

oleh LS. 

2. Belanja Barang 

Belanja barang adalah pengeluaran atas pembelian barang/ jasa yang habis 

pakai untuk memproduksi barang/ jasa yang dipasarkan maupun tidak 

dipasarkan. Pengalokasian anggaran untuk belanja barang mengacu pada 

Standar Biaya Umum (SBU) dan Standar Biaya Khusus (SBK) yang setiap 

beberapa tahun ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pengalokasian anggaran 

belanja barang yang belum ditetapkan standar biayanya dilakukan atas 

dasar Rincian Anggaran Belanja (RAB) yang ditandatangani oleh pejabat 

yang berwenang, dengan memperhatikan harga pasar yang berlaku dan 

dapat dipertanggungjawabkan 
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a. Belanja Barang Mengikat 

Belanja barang mengikat adalah belanja barang yang dibutuhkan secara 

terus menerus selama 1 (satu) tahun dan dialokasikan oleh kementerian 

negara / lembaga dengan jumlah yang cukup dalam tahun yang 

bersangkutan. Terdiri atas : 

1) Belanja Barang Operasional Perkantoran : keperluan sehari-hari 

perkantoran, pengadaan inventaris kantor yang nilainya dibawah 

kapitalisasi, pengadaan bahan makanan, belanja barang lainnya yang 

secara langsung menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

(tupoksi) kementerian negara / lembaga. 

Alokasi anggaran biaya representasi untuk duta besar dihitung 

maksimum 20% dari tunjangan pokok x 12 bulan. Sedangkan untuk 

HS yang lainnya dihitung maksimum 10% dari gaji pokok x 12 

bulan. 

2) Belanja Jasa : belanja langganan daya dan jasa listrik, telepon, air, 

sewa gedung dan lain-lain. Alokasi anggaran untuk sewa gedung 

didasarkan atas kontrak sewa gedung yang berlaku 

3) Belanja Pemeliharaan : pengeluaran-pengeluaran untuk 

pemeliharaan gedung kantor, kendaraan dinas, perbaikan sarana 

gedung, sesuai dengan standar biaya umum. 

4) Belanja Perjalanan Dinas : pengeluaran-pengeluaran untuk 

perjalanan dinas tetap yang dilakukan secara terus menerus dalam 

rangka melaksanakan tugas tertentu. 

Perjalanan dinas pada Satker Luar Negeri maksimum terdiri dari : 

i) Perjalanan dinas wilayah 

ii) Perjalanan dinas multilateral 

iii) Perjalanan dinas akreditasi 

iv) Perjalanan dinas kurir 

Anggaran perjalanan dinas pada Satker Luar Negeri disediakan 

hanya untuk jenis perjalanan dinas yang ada pada Satker Luar 

Negeri bersangkutan, dan dihitung menurut jumlah pejabat yang 
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melakukan perjalanan dinas, serta frekuensi perjalanan yang 

dilakukan. Besarnya tarif uang harian perjalanan dinas luar negeri 

diatur oleh Menteri Keuangan 

b. Belanja Barang Tidak Mengikat 

Belanja barang tidak mengikat adalah belanja barang yang dibutuhkan 

secara insidentil (tidak terus menerus) yang meliputi : 

1) belanja barang non operasional 

2) belanja jasa konsultan/ pengacara/ sewa 

3) belanja pemeliharaan 

4) belanja perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tupoksi satuan 

kerja 

3. Belanja Modal 

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 

pembentukan modal yang sifatnya menambah aset kementerian negara/ 

lembaga. Belanja modal aset tetap  mempunyai karakteristik : berwujud, 

menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) 

tahun, nilainya relatif material (di atas Rp 300.000 per unit), untuk gedung/ 

bangunan/ jalan/ irigasi dan jaringan minimal kapitalisasi adalah Rp 

10.000.000. Belanja modal aset tetap lainnya mempunyai karakteristik : 

tidak berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa 

manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, nilainya tidak material, ditetapkan oleh 

pemerintah. 

2.4 Revisi DIPA pada Satker Luar Negeri 

Dalam hal pelaksanaan DIPA Satker Luar Negeri memerlukan revisi, maka 

pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran dapat mengusulkan pengesahan 

revisi DIPA kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan 

(DJPB) untuk DIPA pusat. Kewenangan revisi DIPA diatur dalam Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Perubahan 

Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Perubahan DIPA  sebagai 

berikut : 
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1. Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dapat melakukan Revisi 

DIPA dan mengajukan pengesahan Revisi DIPA kepada Direktur Jenderal 

Perbendaharaan  

2. Revisi DIPA disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk Satker 

Luar Negeri 

3. Revisi DIPA dilaksanakan : 

a. Berdasarkan dengan perubahan Satuan Anggaran per Satuan Kerja 

(SAPSK) 

Merupakan Revisi DIPA yang dilaksanakan berdasarkan Revisi Rincian 

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP) yang ditetapkan dengan 

perubahan SAPSK yang meliputi : 

1) Pergeseran anggaran belanja 

i) Antar unit organisasi dalam satu bagian anggaran 

ii) Antar kegiatan dalam satu program sepanjang pergeseran tersebut 

merupakan hasil optimalisasi 

iii) Antar jenis belanja dalam satu kegiatan 

2) Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari penerimaan 

negara bukan pajak (PNBP) 

3) Perubahan pagu pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) sebagai 

akibat dari luncuran dan percepatan penarikan PHLN 

4) Pencairan blokir/ dana bintang yang dicantumkan oleh Direktur 

Jenderal Anggaran 

5) Perubahan pagu pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) sebagai 

akibat perubahan kurs sepanjang perubahan tersebut terjadi setelah 

kontrak ditandatangani 

b. Berdasarkan Revisi Rincian ABPP yang ditetapkan tanpa perubahan 

SAPSK. 

Meliputi : 

1) Perubahan/ ralat karena kesalahan administrasi 

2) Perubahan kantor bayar KPPN 
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3) Perubahan alokasi dana antar subkegiatan, termasuk menambah 

subkegiatan baru dalam satu kegiatan, satu program, satu jenis 

belanja, dan satu satker sepanjang sasaran program dan/ atau 

volume keluaran kegiatan/ subkegiatan telah dicapai dan tidak 

mengurangi alokasi dana belanja mengikat 

4) Perubahan volume keluaran pada subkegiatan sepanjang sasaran 

program dan volume keluaran kegiatan telah dicapai tanpa 

mengubah alokasi dana pada kegiatan, program, jenis belanja, dan 

satuan kerja 

5) Pencairan dana yang diblokir/ dana bintang sepanjang dicantumkan 

oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan apabila persyaratan telah 

dipenuhi 

Revisi Rincian ABPP yang ditetapkan tanpa perubahan SAPSK 

dilaksanakan dengan tetap tidak mengakibatkan : 

1) Pengurangan terhadap : 

i) Alokasi belanja mengikat (kegiatan 0001 dan 0002) kecuali 

dalam rangka memenuhi kegiatan operasional, yaitu kegiatan 

yang didanai dari belanja pegawai mengikat dan belanja barang 

mengikat dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi Satker Luar Negeri 

ii) Alokasi dana untuk pembayaran berbagai tunggakan 

iii) Rupiah murni pendamping PHLN 

iv) Alokasi dana kegiatan yang bersifat multiyears 

v) Alokasi dana pada rincian Kelompok Pengeluaran/ Subkegiatan/ 

Kegiatan/ yang telah dikontrakkan, dan/ atau direalisasikan 

dananya sehingga menjadi minus 

2) Penggunaan dana hasil optimalisasi tidak sesuai dengan ketentuan 

sebagaimana ditetapkan dalam lampiran I Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 80/PMK.05/2007 antara lain untuk pengadaan 

kendaraan operasional, pembangunan gedung kantor, dan 

pembayaran honor-honor 
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3) Revisi dapat dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa 

Pengguna Anggaran satuan kerja dengan ketentuan : 

i) Tidak mengakibatkan perubahan DIPA 

ii) Tidak mengurangi belanja gaji dan tunjangan lainnya yang 

melekat pada gaji 

iii) Tidak mengurangi/ merelokasi belanja mengikat 

iv) Masih dalam kelompok pengeluaran yang sama 

c. Revisi Rincian ABPP yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR) diajukan kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal 

Anggaran untuk selanjutnya dimintakan persetujuan DPR. 

d. Batas akhir pengajuan Revisi Rincian ABPP tanggal 31 Oktober pada tahun 

anggaran berjalan. 

 

Selanjutnya akan disajikan alur revisi yang memerlukan persetujuan 

Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), alur revisi yang memerlukan persetujuan 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan alur revisi yang hanya memerlukan 

persetujuan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN).  

Revisi yang memerlukan persetujuan DJA adalah yang terjadi 

perubahan antar kegiatan dan output, sehingga diperlukan penelaahan oleh 

DJA apakah akan menimbulkan perubahan pagu anggaran atau tidak. 

Sementara revisi yang memerlukan persetujuan DPR adalah yang 

mengakibatkan perubahan program. Perubahan program mengubah arah 

kebijakan Satker Luar Negeri sehingga memerlukan persetujuan DPR untuk 

merevisinya. Sedangkan revisi yang hanya memerlukan persetujuan DJPBN 

adalah revisi POK KPA yang masih berada dalam satu kegiatan dan hanya 

mengakibatkan perubahan antar output dalam satu kegiatan atau masih berada 

dalam satu kegiatan dan output namun hanya terjadi revisi Mata Anggaran 

Kegiatan belanja. 
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Berikut grafik yang menggambarkan alur dokumen revisi yang memerlukan 

persetujuan dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  Alur Dokumen dan Proses Revisi Anggaran yang Memerlukan 

Persetujuan Direktorat Jenderal Anggaran 

Sumber :  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2011 tentang 

Tata Cara Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah 

Pusat dan Perubahan DIPA 

 

 

 

 

K/L (Eselon 
I sbg KPA) 

1 2 

Dokumen 
Pendukung 

DJA 3 Proses penelaahan untuk menilai: 

- Subtansi revisi, alasan atau dasar 
kebijakan 

- Kepatuhan thd penerapan standar 
biaya dan kewajaran unit cost 

- Relevansi dengan pencapaian sasaran 

4 

Setuju? No 

Yes 

Penetapan Surat 
Pemberitahuan Penolakan 
Revisi Anggaran (Revisi 
RKA-K/L) 

Penetapan 
Revisi Anggaran 
(RKA-K/L Revisi) 

6a 

6b 

7 

Cetak Konsep 
DIPA Revisi 

ADK 
RKA-K/L 

DJPBN 

5 

8 

5 hari 
kerja 

Usul Revisi 
Anggaran (revisi 
RKA-K/L) 

Analisis pembukuan..., Aquino Octavivano, FE UI, 2012



19 

 

                                           

 

Universitas Indonesia 

Keterangan Gambar 2.1 sebagai berikut : 

1) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyiapkan usulan-usulan Revisi 

Anggaran yang akan diajukan ke DJA 

2) KPA menyampaikan usulan Revisi Anggaran (revisi RKA-K/L) kepada 

DJA yang dilengkapi dengan dokumen pendukung 

3) DJA melakukan penelaahan untuk menilai usulan revisi 

Kementerian/Lembaga (K/L) 

4) Setelah melakukan penelaahan DJA memberikan persetujuan atau 

penolakan terhadap usulan revisi anggaran 

5) Jika usulan Revisi Anggaran (revisi RKA-K/L) ditolak akan ditetapkan 

Surat Pemberitahuan Penolakan Revisi Anggaran (Revisi RKA-K/L) 

6a) Jika usulan Revisi Anggaran (revisi RKA-K/L) disetujui, akan ditetapkan 

Surat Penetapan RKA-K/L yang disampaikan ke KPA 

6b) SP RKA-K/L Revisi disampaikan juga oleh Direktorat Jenderal Anggaran 

(DJA) ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) 

7) Berdasarkan SP RKA-K/L Revisi, KPA menyusun dan mencetak Konsep 

DIPA Revisi 

8) KPA menyampaikan Konsep DIPA Revisi bersama Arsip Data Komputer 

(ADK) RKA-K/L kepada DJPBN 
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Sementara untuk revisi DIPA yang mengakibatkan terjadinya perubahan 

program dan  memerlukan persetujuan DPR alurnya adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2   Alur Dokumen dan Proses Revisi Anggaran yang 

Memerlukan Persetujuan DPR RI 

Sumber :     Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2011 tentang 

Tata Cara Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah 

Pusat dan Perubahan DIPA 
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Keterangan Gambar 2.2 sebagai berikut : 

1) KPA menyiapkan usulan Revisi Anggaran (Revisi RKA-K/L) yang akan 

diajukan dan memerlukan persetujuan DPR RI 

2) Usulan Revisi Anggaran (Revisi RKA-K/L) disampaikan kepada Direktur 

Jenderal Anggaran beserta dokumen pendukung 

3) DJA melakukan penelaahan dan menilai usulan revisi yang diajukan KPA 

4) Berdasarkan proses penelaahan dan penilaian, DJA memberikan 

persetujuan atau penolakan terhadap usulan revisi KPA 

5) Jika berdasarkan penelaahan dan penilaian usulan revisi ditolak akan 

ditetapkan Surat Pemberitahuan Penolakan Revisi Anggaran (Revisi RKA-

K/L) dan menyampaikannya ke KPA 

6) Jika berdasarkan penelaahan dan penilaian usulan revisi disetujui akan 

disampaikan ke Menteri Keuangan untuk memperoleh persetujuan 

Jika Menteri Keuangan menolak usulan revisi akan ditetapkan Surat 

Pemberitahuan Penolakan Revisi Anggaran (Revisi RKA-K/L) dan 

menyampaikannya ke KPA 

Jika Menteri Keuangan menyetujui usulan revisi akan diteruskan ke DPR-

RI untuk memperoleh persetujuan revisi 

7) DPR-RI akan memeriksa usulan Revisi Anggaran (Revisi RKA-K/L) dan 

memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan revisi. Jika ditolak 

usulan revisi akan ditetapkan Surat Pemberitahuan Penolakan Revisi 

Anggaran (Revisi RKA-K/L) dan menyampaikannya ke KPA 

8a) Jika DPR-RI menyetujui usulan revisi akan ditetapkan Revisi Anggaran 

(Revisi-K/L Revisi) dan disampaikan ke KPA 

8b)  RKA-K/L hasil penetapan DPR-RI juga disampaikan ke DJPBN 
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Sedangkan untuk revisi DIPA yang hanya memerlukan persetujuan Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) alurnya adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3   Alur Dokumen dan Proses Revisi Anggaran yang 

Memerlukan Persetujuan DJPBN 

Sumber :     Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2011 tentang 

Tata Cara Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah 

Pusat dan Perubahan DIPA 
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Keterangan Gambar 2.3 sebagai berikut : 

1) KPA menyiapkan usulan-usulan Revisi Anggaran dan melakukan Revisi 

Anggaran (Revisi RKA-Satker) 

2) KPA berdasarkan Revisi RKA-Satker, mencetak Revisi Anggaran (Konsep 

Revisi DIPA) dan menyiapkan Dokumen Pendukung dan ADK RKA-

Satker 

3) KPA menyampaikan Konsep Revisi DIPA kepada DJPBN beserta 

Dokumen Pendukung dan ADK RKA-Satker 

4) DJPBN melakukan penelaahan dan memberikan persetujuan atau penolakan 

terhadap usulan revisi 

5) Jika berdasarkan penelaahan usulan revisi ditolak, akan ditetapkan Surat 

Pemberitahuan Penolakan Revisi Anggaran (Revisi DIPA) dan 

menyampaikannya ke KPA 

6) Jika berdasarkan penelaahan usulan revisi disetujui, dilakukan pengesahan 

DIPA Revisi dan disampaikan ke KPA 

7) KPA berdasarkan Pengesahan DIPA revisi mencetak POK hasil revisi 

 

Sebelum tahun 2012, mekanisme revisi yang diijinkan untuk dilakukan 

adalah yang melalui persetujuan DJA bila terjadi perubahan antar kegiatan 

(Gambar 2.1) dan yang melalui persetujuan DPR bila terjadi perubahan 

program (Gambar 2.2). Semenjak tahun 2012 diijinkan untuk melakukan revisi 

Petunjuk Operasional Kegiatan Kuasa Pengguna Anggaran (POK KPA) hanya 

dengan persetujuan DJPBN selama masih berada dalam satu kegiatan dan atau 

output dan tidak merubah pagu anggaran secara keseluruhan (Gambar 2.3).  
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2.5 Mekanisme Pembayaran dengan Uang Persediaan (UP) Satker Luar 

Negeri 

Pelaksanaan anggaran pada satuan kerja instansi pemerintah dijalankan 

dengan mengacu kepada Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman 

Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN, Peraturan Direktur Jenderal 

Perbendaharaan Nomor 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan 

Pembayaran atas Beban APBN.  

Pelaksanaan pembayaran atas beban APBN bisa dilaksanakan ke dalam 

dua metode yaitu melalui metode langsung (LS) dan metode uang persediaan 

(UP). Metode LS diterapkan dengan pejabat keuangan yang berwenang dalam 

pengeluaran anggaran mengajukan tagihan belanja APBN kepada Kantor 

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk kemudian dibayarkan oleh 

KPPN. Metode UP merupakan metode pembayaran yang dilaksanakan 

Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja Kementerian Negara / Lembaga 

dalam jumlah yang ditentukan sesuai peraturan melalui dana kas yang 

dipercayakan dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran. Pada prinsipnya 

semua pembayaran atas beban APBN diutamakan melalui metode LS. Namun 

satuan kerja instansi pemerintah diberikan kewenangan untuk mengelola uang 

persediaan (UP) untuk melakukan pembayaran yang tidak bisa dilakukan 

melalui metode LS.  

Pemberian UP didasarkan dalam tiga golongan persentase yaitu 1/12, 

1/18, 1/24 dari pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) menurut 

klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP dengan batas maksimal 

UP sebesar Rp. 50 juta, Rp. 100 juta, dan Rp. 200 juta. Sementara Satker Luar 

Negeri diberikan dispensasi oleh Dirjen Perbendaharaan Kementerian 

Keuangan untuk melaksanakan pembayaran beban APBN seluruhnya dalam 

mekanisme uang persediaan (UP). Hal ini dilakukan dengan pertimbangan 

lokasi satuan kerja yang berada di luar negeri, waktu yang lebih lama untuk 
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memproses pencairan anggaran melalui mekanisme LS, dan kemudahan 

pertanggungjawaban laporan keuangan oleh Satker Luar Negeri. 

Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggung-jawab Keuangan Negara mewajibkan Bendahara Pengeluaran 

pada Kementerian Negara / Lembaga untuk melakukan pengujian dan 

pembayaran atas tagihan kepada negara yang menjadi beban pelaksanaan 

APBN. Lebih lanjut Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara pasal 18 dan 21 menyatakan bahwa Bendahara 

Pengeluaran berkewajiban untuk melakukan pengujian dan melaksanakan 

pembayaran tagihan terhadap negara yang menjadi kewenangannya, dimana 

terbatas pada pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan 

(UP). 

Satker Luar Negeri memiliki keunikan tersendiri dibandingkan satuan 

kerja instansi pemerintah lainnya, dimana bentuk pencairan anggaran belanja 

atas beban APBN nya semuanya dilakukan dalam mekanisme uang persediaan 

(UP). Biro Keuangan pada Satker Luar Negeri subbag pelaksanaan anggaran 

dan transfer meminta dispensasi persetujuan DJA untuk menyetujui Surat 

Perintah Membayar (SPM-UP) sebesar 1/4 DIPA kepada KPPN ke Satker 

Luar Negeri karena maksimal UP yang dibolehkan secara umum hanya Rp 

200.000.000. Kemudian pelaksanaan pembayaran kepada pihak yang 

mengajukan tagihan di Satker Luar Negeri adalah dalam mata uang selain 

rupiah, dimana mayoritas dilakukan dalam mata uang dollar Amerika dan juga 

dalam mata uang lokal negara dimana Satker Luar Negeri tersebut berada. 
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Untuk lebih jelasnya proses pencairan anggaran belanja pada Satker Luar 

Negeri dapat dilihat pada Gambar 2.4.  

Berikut grafik yang menggambarkan pengelolaan keuangan satker luar 

negeri dengan menggunakan sistem uang persediaan (UP) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4  Siklus Pengelolaan Keuangan Satker Luar Negeri Saat Ini 

            Sumber :    Restrukturisasi Satker Luar Negeri oleh Ditjen   

Perbendaharaan Kementerian Keuangan 
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2.6 Penelitian Sebelumnya 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lawson, et. al (2011) bahwa 

kongres Amerika Serikat mengalokasikan Anggaran Belanja Tambahan 

(Supplemental Appropriations) pada Satker Luar Negeri Amerika Serikat 

untuk kebutuhan yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda yang 

berhubungan dengan perlindungan warga negara dan memerangi terorisme. 

Penelitian yang sama juga menyebutkan bahwa adanya rancangan alokasi 

anggaran selama beberapa tahun ke depan dimana bila anggaran masa kini 

tidak mencukupi maka bisa menggunakan alokasi anggaran masa depan yang 

dikurangi untuk penggunaan di masa kini (forward funding). Dalam Gambar 

2.5 disajikan komposisi anggaran rutin, alokasi anggaran masa depan untuk 

masa kini (forward funding) dan Anggaran Belanja Tambahan (supplemental 

appropriations) untuk Satker Luar Negeri Amerika Serikat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5  Anggaran Satker Luar Negeri Amerika Serikat 

 Tahun 2009 - 2011 

Sumber :    Lawson, et. al (2011) 

 

(dalam Milyar Dollar) 

Keterangan: FF = Forward Funding, Supp = Supplemental Appropriations 
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Dalam penelitian ini juga disebutkan bahwa Pemerintah Amerika Serikat 

pada tahun 2011 mengajukan persetujuan kepada Kongres Amerika Serikat 

untuk menyetujui penggunaan dana yang didapat dari pendapatan visa dan 

paspor untuk menutup kekurangan anggaran belanja pada Satker Luar Negeri. 

Bila dilihat pada praktek di Indonesia bisa dilihat pada persetujuan 

penggunaan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang 

disetujui oleh Kementerian Keuangan untuk pengadaan aset pada Satker Luar 

Negeri. 

Sejalan dengan penelitian tersebut, Blondal (2006) mengemukakan bahwa 

alokasi anggaran pada pemerintah Singapura ditetapkan dalam periode 5 

tahunan, dimana setiap Kementerian/Lembaga mendapatkan alokasi anggaran 

tertentu selama 5 tahun (multi-year spending ceiling/block budgets). Dalam 

alokasi anggaran ini, setiap Kementerian/Lembaga memiliki otonomi untuk 

mengalokasikannya pada program dan kegiatan yang dimiliki oleh mereka, 

dimana Kementerian Keuangan Singapura menyerahkan sepenuhnya alokasi 

anggaran pada program dan kegiatan yang dimiliki oleh masing-masing 

Kementerian/Lembaga. Alokasi anggaran ditetapkan dalam batasan persentase 

sesuai dengan “smoothened” Gross Domestic Product (sGDP) Singapura dan 

jumlah persentasenya adalah sama dalam periode lima tahun tersebut. Bila 

dilihat pada praktek di Indonesia, bisa dilihat pada alokasi anggaran 

pendidikan yang diberikan pada Kementerian Pendidikan Nasional yang 

mencapai 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Dalam penelitian oleh Blondal (2006) disebutkan bahwa Pemerintah 

Singapura juga menggunakan metode penganggaran yang sama dengan 

Pemerintah Amerika Serikat dimana bisa terjadi adanya alokasi anggaran masa 

depan yang dikurangi untuk penggunaan di masa kini (advance) atau alokasi 

anggaran masa kini yang dihemat untuk penggunaan di masa depan (carry-

forward). Batasan maksimum penggunaan rancangan anggaran masa depan 

untuk digunakan dalam anggaran masa kini adalah sebesar 10% dari total 

anggaran masa depan. Persentase anggaran masa depan yang digunakan pada 

masa kini kemudian akan dikembalikan dengan pemotongan anggaran pada 
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tiga periode setelahnya. Sementara penghematan yang dilakukan pada 

pengeluaran anggaran masa kini bisa dipergunakan sebagai tambahan 

anggaran di masa depan. Penggunaan Anggaran Belanja Tambahan jarang 

sekali digunakan oleh Pemerintah Singapura karena metode advance dan 

carry-forward bisa menutup kekurangan anggaran belanja pada satu periode 

dari periode lainnya dalam batasan lima tahun anggaran tersebut. Hanya kasus 

Severe Accute Respiratory Syndrome (SARS) yang melanda negara tersebut 

dan sebagian negara Asia pada periode tahun 2003 yang membuat Pemerintah 

Singapura mengalokasikan Anggaran Belanja Tambahan yang dibutuhkan. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 

3.1 Visi, Misi dan Tugas Satker Luar Negeri 

Satker Luar Negeri memiliki visi “Memajukan Kepentingan Nasional Melalui 

Diplomasi Total.” 

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Satker Luar Negeri telah menetapkan 9 

(sembilan) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama 

kurun waktu 2010-2014 sebagai berikut:  

1. Meningkatkan hubungan dan kerja sama bilateral dan regional di berbagai 

bidang untuk mencapai kepentingan nasional. 

2. Memperkuat peran dan kepemimpinan Indonesia dalam kerja sama 

ASEAN, ikut mendorong proses integrasi Komunitas ASEAN 2015 yang 

memberikan manfaat bagi Indonesia yang mandiri, maju, bersatu, 

demokratis, aman, adil, makmur dan sejahtera.  

3. Meningkatkan diplomasi multilateral untuk mencapai Indonesia yang lebih 

aman, damai, mandiri, maju, adil, makmur dan sejahtera.  

4. Meningkatkan citra Indonesia melalui Diplomasi Publik. 

5. Mengoptimalkan diplomasi melalui pemantapan instrumen Hukum dan 

Perjanjian Internasional, dalam rangka melindungi kepentingan nasional. 

6. Meningkatkan pelayanan keprotokolan, kekonsuleran, fasilitas diplomatik 

dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri yang cepat, ramah, mudah, 

transparan dan akuntabel.  

7. Merumuskan kebijakan luar negeri dalam rangka pencapaian kepentingan 

nasional. 

8. Meningkatkan pengawasan intern untuk mendorong terciptanya aparatur 

Kementerian Luar Negeri yang bersih dan tertib.  

Analisis pembukuan..., Aquino Octavivano, FE UI, 2012



31 

 

                                       

 

Universitas Indonesia 

9. Meningkatkan manajemen Kementerian Luar Negeri yang transparan, 

akuntabel dan profesional untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan 

politik luar negeri. 

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar 

Negeri dijelaskan mengenai tugas Satker Luar Negeri adalah: 

a. Penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, 

termasuk sarana dan mekanisme pelaksanaannya, koordinasi di pusat dan 

perwakilan, wewenang dan pelimpahan wewenang dalam penyelenggaraan 

hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri.   

b.   Ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok mengenai pembuatan dan 

pengesahan perjanjian internasional, yang pengaturannya secara lebih rinci, 

termasuk kriteria perjanjian internasional yang pengesahannya memerlukan 

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, ditetapkan dengan undang-undang 

tersendiri.  

c.  Perlindungan kepada warga negara Indonesia, termasuk pemberian bantuan 

dan penyuluhan hukum, serta pelayanan konsuler.   

d.  Aparatur hubungan luar negeri.  

 

3.2 Satker Luar Negeri yang memiliki PFK Minus 

Sesuai dengan temuan BPK RI pada Tahun Anggaran 2010 terdapat Saldo 

PFK Minus pada pembukuan Satker Luar Negeri sejumlah 

Rp.48.841.651.844,11 yang terdiri dari : 

1. PFK Internal Satker Luar Negeri sebesar US$ 5.279.577,27 equivalen 
Rp.47.468.679.247,14 dengan kurs per 31 Desember 2010 ( US$ 1 = 
Rp.8.991,-) 

2. PFK Eksternal Satker Luar Negeri sebesar US$ 152.705,22 equivalen 
Rp.1.372.972.596,97 dengan kurs per 31 Desember 2010 (  US$ 1 = 
Rp.8.991,-) 

 
Berikut disajikan rincian PFK Minus yang terjadi pada 66 Satker Luar Negeri 
dalam periode Tahun Anggaran 2010 sesuai dengan temuan BPK RI  yang ada 
pada Lampiran 1, dapat dilihat di Tabel 3.1 : 
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Dollar US (USD) 
dan Equivalent 

USD
Equivalent Rupiah

Dollar US 
(USD) dan 

Equivalent USD
Equivalent Rupiah

1 Aljazair 0,0015 13,49 Perjalanan Dinas Luar Negeri 

2 Ankara 134.899,85 1.212.884.551,35

USD 60.094,40 Belanja LS 2008,            

USD 597,62 Bel Bhn Kantor,              

USD 66,547,83 Jaldis,                         

USD 7.660 WNI Terlantar 2009

X

3 Bangkok 125.757,43 1.130.685.030,87 Belanja LS dan Perkantoran 2009 591,13 5.314.859,49 SLO Polri X

4 Beograd 30.377,74 273.126.260,34
USD 16.275,23 TPLN 2009,           

USD 13.660,19 Belanja LS 2009, 
USD 442,32 Sisa UP 2009

V

5 Bern 38.247,44 343.882.734,19 Belanja LS 2008 V

6 Berlin 39.725,96 357.176.069,21

USD 453,23 dan VS 24.073,59 Bel 
Keperluan Kantor 2006,         VS 
22.769,39 Rekon 2006,         VS 
5.745,03 Tunjangan Kemahalan

3.640,02 32.727.376,84 Bel Rtn Athan X

7 Brussel 49.886,92 448.533.294,02 Belanja LS 2008 V

8 Budhapest 271,93 2.444.922,63 Tunjangan Kemahalan

9 Buenos Aires 14.404,15 129.507.712,65
USD 14.045,15 Gaji ke 13 LS, 

TPLN dan gaji 2009
X

10 Cairo 163.547,90 1.470.459.161,59

USD 29.194,81 Tunj Sewa Rumah,  
USD 10.314,30 TPLN, USD 

30.603,6 dan VS 232.154,52 Bel 
Rtn 2005,          USD 25.006,38 

Sisa UP 2009

X

11 Colombo 78.372,09 704.643.466,48 Bel Peg 2008, 2009 X
12 Dacca 690,04 6.204.135,55 Diklat Sesdilu
13 Damascus 11.300 101.598.300 Sewa Gedung 2009 X

14
Jeddah 
(KJRI)

12.732,29 114.476.019,39 Pemulangan WNI/TKI

15 Jenewa 144.979,86 1.303.513.921,26
USD 25.595,87 Sewa Gedung,  

USD 119.384 TPLN
V

16 Hamburg 65.705,57 590.758.815,37

Al. TPLN, VS 76,86 Daya dan Jasa, 
VS 2.846,62 Dana Ops, VS 

50.964,42 dan VS 172,33 DIK 
Suplemen

X

Tabel 3.1.

Eksternal Satker Luar NegeriInternal Satker Luar Negeri

Rekapitulasi PFK Minus dari Dokumen Daftar Rekapitulasi Persekot Kerja
SIMKEU-Realtime

No
Nama Satker 
Luar Negeri

Keterangan Keterangan

Data 
Lengkap + 
Verifikasi 

Itjen      
(V)

Kirim 
Dokumen 
+ Belum 
Verifikasi 

Itjen     
(X)
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Dollar US (USD) 
dan Equivalent 

USD
Equivalent Rupiah

Dollar US 
(USD) dan 

Equivalent USD
Equivalent Rupiah

17 Hongkong 97.435,53 876.042.833,24

VS 147.519,95 Tunj Sewa Rumah,  
VS 590.024,47 Honor/Gaji LS 
2009, VS 19.821,94 Provident 

Fund LS

V

18 Islamabad 1.053,91 9.475.716,95 Setjen Deplu 34.751,98 312.455.069,58 BIN

19 Kinabalu 50.229,74 451.615.604,87 Bel Brg Renovasi Kantor
20 Osaka 31.335 281.732.985 TPLN

21
Kuala 
Lumpur

269.306,64 2.421.336.043,34

AL. VS 227.576,25 Daya dan Jasa, 
USD 360 Pemulangan TKI, VS 

153.180,24 ASEAN, VS 
176.270,54 Pembangunan Putra 

Jaya

23.362,50 210.052.237,50
Yayasan 
Lavania

X

22 Abuja 56.161,84 504.951.103,44
Sewa Rumah Penampungan 

Sementara
23 Manila 144.917,93 1.302.957.147,59 Belanja Operasional 2009

24 Mexico City 74.368,35 668.645.834,85
USD 4.951,61 TPLN, USD 9.000 

Restitusi Pengobatan, USD 
41.414,29 Belanja LS

X

25 Moscow 136.209,98 1.224.663.902,57
USD 15.809,07 Belanja LS 2009, 

USD 110.288,59 TPLN,                VS 
309.052,63 Sewa Rumah

X

26 New Delhi 20,04 180.179,64 Belanja Keperluan Kantor 20 179.820 Titipan

27
New York 
KJRI

21.885,98 196.776.846,18
Tunjangan Sewa Rumah, Restitusi 
Pengobatan, TPLN dan Gaji 2008

V

28 Ottawa 52.656,71 473.436.479,61 Belanja LS

29
New York 
PBB

656.493,92 5.902.536.834,72

USD 78.002,42 Asuransi 
Kesehatan, USD 23.452,60 

Belanja Mengikat 2005, USD 
201.160,65 Belanja Barang 2003 
sd 2007, USD 320.939,75 Belanja 
Pegawai, USD 8.605 DIPA 2006, 
USD 24.333,50 Penarikan Tunai 

belum dibukukan 2005

30 Pyong Yang 14.454,98 129.964.768,34
USD 1.451,06 PFK Minus Belanja 
LS 2009, USD 9.205,70 TPLN/Gaji 

2009
X

31 Yangoon 44.298,79 398.290.420,89
USD 27.663,50 Belanja LS 2009, 

USD 16.635,29 PFK Dubes

Tabel 3.1. (lanjutan)

Eksternal Satker Luar NegeriInternal Satker Luar Negeri

Rekapitulasi PFK Minus dari Dokumen Daftar Rekapitulasi Persekot Kerja
SIMKEU-Realtime

No
Nama Satker 
Luar Negeri

Keterangan Keterangan

Data 
Lengkap + 
Verifikasi 

Itjen      
(V)

Kirim 
Dokumen 
+ Belum 
Verifikasi 

Itjen     
(X)
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Dollar US (USD) 
dan Equivalent 

USD
Equivalent Rupiah

Dollar US 
(USD) dan 

Equivalent USD

Equivalent 
Rupiah

32 Seoul 11.940,55 107.357.485,05 Sisa UP 2009
33 Sydney 50.139,40 450.803.345,40 TPLN V

34 Singapura 484.193,42 4.353.383.062,29

Guru SI 2008 dan 2009 (USD 
6.194 + 36.650) , Belanja LS 2007 

sd 2008 (VS 410.375,62 + 
147.245,00 + 7.400)

35 Teheran 21.306,72 191.568.719,52 Tunjangan Sewa Rumah
36 Vientiane 63.917 574.677.747 Gaji LS
37 Wina 43.587,74 391.897.403,93 Belanja LS 2009 V

38 Warsawa 212.023,85 1.906.306.435,35
USD 13.823,12 Gaji LS 2009,  USD 

198.200,73 Expo 2008
X

39 Washington 46.658,62 419.507.652,42 Restitusi Pengobatan

40 Wellington 101.546,55 913.005.009,06
Honor Kegiatan Output, Belanja 

LS 2009

41
Port 
Moresby

246.208,77 2.213.663.053,83
Belanja LS, Diklat Sesdilu, 
Diplomatic Training Asean

42 Sana'a 19.369,80 174.153.871,80 TPLN V

43
Antananariv
o

8.100 72.827.100
Sewa Gedung/ruang 

rapat/asuransi
V

44 Madrid 102.400,95 920.686.915,84
VS 102.862,70 Belanja LS 2009, 
VS 34.256,94 Honor Tetap 2009

45 Kuwait 4.043,10 36.351.512,10 USD 1.164,16 Sisa UP 2009 V

46 Helsinki 29.231,53 262.820.706,91

USD 6.534,60 TPLN, VS 15.262 
Belanja Modal, VS 5.346,30 

Belanja Honor Tetap, VS 4.936 
Belanja Modal 2009

V

47 Tunis 9.893,02 88.948.142,82 USD 9.893,02 Belanja LS 2009 V

48 Caracas 22,75 204.545,25 Korppri

49 Abu Dhabi 70.313,18 632.185.803,31
TPLN, Gaji, Tunjangan Sewa 

Rumah, Belanja LS 2009
V

50 Toronto 95.759,98 860.977.946,37
Pengobatan Sdr Agung 2006 sd 

2007
V

51 BS Begawan 31.158,55 280.146.498,25 Tunjangan Sewa Rumah V

Tabel 3.1. (lanjutan)

Eksternal Satker Luar NegeriInternal Satker Luar Negeri

Rekapitulasi PFK Minus dari Dokumen Daftar Rekapitulasi Persekot Kerja
SIMKEU-Realtime

No
Nama Satker 
Luar Negeri

Keterangan Keterangan

Data 
Lengkap + 
Verifikasi 

Itjen      
(V)

Kirim 
Dokumen 
+ Belum 
Verifikasi 

Itjen     
(X)

 

 

Analisis pembukuan..., Aquino Octavivano, FE UI, 2012



35 

 

                                       

 

Universitas Indonesia 

Dollar US (USD) 
dan Equivalent 

USD
Equivalent Rupiah

Dollar US 
(USD) dan 

Equivalent USD
Equivalent Rupiah

52 Amman 416.700,08 3.746.550.380,62

USD 19.813,16 TPLN, USD 
1.448,18 Tunjangan Sewa Rumah, 

USD 28.896,63 dan VS 
246.310,78 Penampungan TKI, 
USD 5.809 dan VS 24.141,29 

Relawan Ghaza

53 Beijing 159.084,52 1.430.328.960,87
Tunjangan Sewa Rumah, Har 

Gedung
58.291,81 524.101.643,58

Kunjungan 
Presiden dan 

Wapres

54 Santiago 87.475,10 786.488.624,10
USD 32.975,10 TPLN dan gaji 

2009, USD 54.500 Sewa Rumah
X

55 Windhoek 137.248,48 1.234.001.118,68
USD 39.901,69 TPLN 2009, USD 
90.150 dan VS 47.139 Belanja LS 

2009
X

56 Vanimo 8.445,73 75.935.558,43 Sisa UP 2009 V

57 Kiev 12.602,16 113.306.020,56
USD 9.790,64 Bantuan 

Pendidikan Anak 2007, USD 
2.811,52 PFK MAK 5110 th 2001

V

58 Tashkent 19.622,93 176.429.763,63 TPLN V

59 Pretoria 4.900,12 44.056.994,29 Belanja LS 32.047,78 288.141.589,98
Kunjungan 

Wapres 2005

60 Bratislava 38.530,20 346.425.005,90
USD 12.337,34 TPLN 2009, USD 

22.857,35 Gaji LS 2009, VS 
4.466,40 Sewa Gedung

61 Songkhla 33.690,13 302.908.000,81

VS 176.259,09 dan VS 16.812,95 
Daya Jasa 2009, Belanja Pegawai 
(USD 19.507 + VS 97.214), Sewa 

Gedung th 2009 VS 101.571, 
Darma Siswa VS 33.998,67

62 Doha 109.940 988.470.540
USD 742,30 Sisa UP 2009, USD 
109.197,70 TPLN dan gaji 2009

V

63 Dili 15.422,43 138.663.068,13 TPLN, Belanja LS 2009 X

Tabel 3.1. (lanjutan)

Eksternal Satker Luar NegeriInternal Satker Luar Negeri

Rekapitulasi PFK Minus dari Dokumen Daftar Rekapitulasi Persekot Kerja
SIMKEU-Realtime

No
Nama Satker 
Luar Negeri

Keterangan Keterangan

Data 
Lengkap + 
Verifikasi 

Itjen      
(V)

Kirim 
Dokumen 
+ Belum 
Verifikasi 

Itjen     
(X)

 

 

Analisis pembukuan..., Aquino Octavivano, FE UI, 2012



36 

 

                                       

 

Universitas Indonesia 

Dollar US (USD) 
dan Equivalent 

USD
Equivalent Rupiah

Dollar US 
(USD) dan 

Equivalent USD
Equivalent Rupiah

64 Lima 11.355,67 102.098.828,97 Belanja Modal 2009
65 Suva 11.414,04 102.623.633,64 Sisa UP 2009
66 Tripoli 19.224,61 172.848.446,01 VS 24.000 Sewa Gedung

Total PFK 
Internal

5.279.577,27 47.468.679.247,14 Total PFK Eksternal 152.705,22 1.372.972.596,97

Rp48.841.651.844,11

Tabel 3.1. (lanjutan)

Eksternal Satker Luar NegeriInternal Satker Luar Negeri

Rekapitulasi PFK Minus dari Dokumen Daftar Rekapitulasi Persekot Kerja
SIMKEU-Realtime

No
Nama Satker 
Luar Negeri

Keterangan Keterangan

Data 
Lengkap + 
Verifikasi 

Itjen      
(V)

Kirim 
Dokumen 
+ Belum 
Verifikasi 

Itjen     
(X)

Keterangan : USD = Dollar US, VS = Valuta Setempat/Mata Uang Negara Setempat

Total Seluruh PFK Minus

Sumber: Temuan BPK Tahun 2010 dan Telah Diolah Kembali
 

Dari Tabel 3.1 diketahui bahwa hanya 20 dari 66 Satker Luar Negeri 

yang sudah mengirimkan dokumen terkait PFK Minus secara lengkap dan 

mendapatkan verifikasi Itjen yang diberikan tanda (V). Sedangkan sebanyak 

16 Satker Luar Negeri belum mengirimkan dokumen secara lengkap dan 

belum diverifikasi Itjen yang diberikan tanda (X). Sementara sisanya yaitu 30 

Satker Luar Negeri belum mengirimkan dokumen pendukung apapun terkait 

PFK Minus. Dokumen pendukung ini diperlukan dalam pengajuan 

penghapusan PFK Minus dan penggantian dana Kas Besi yang telah 

dipergunakan kepada Kementerian Keuangan. 

Dari Tabel 3.1  dapat diketahui nilai PFK Minus pada masing-masing 

Satker Luar Negeri dengan nilai equivalent Dollar US  dan equivalent Rupiah, 

serta keterangan rincian PFK Minus tersebut. Sebagai contoh pada Satker Luar 

Negeri Suva terdapat nilai PFK Minus equivalent Dollar US sebesar US$ 

11.414,04 yang dengan kurs US$ 1=Rp 8.991,00 adalah senilai dengan 
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equivalent Rupiah Rp 102.623.633,64. Nilai PFK Minus ini terdiri dari Sisa 

UP Tahun Anggaran 2009. 

Dengan jumlah total PFK Minus Internal sebesar Rp 47.468.679.247,14 

dan PFK Minus Eksternal sebesar Rp 1.372.972.596,97 maka total seluruh 

PFK Minus pada Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp 48.841.651.844,11. 

 

3.3  Realisasi Anggaran Satker Luar Negeri yang memiliki saldo PFK Minus 

Dalam periode tahun 2010, Satker Luar Negeri mengalami kesulitan 

untuk merealisasikan anggaran yang dimilikinya pada program dan kegiatan 

yang sudah direncanakan sepanjang tahun. Selain disebabkan oleh 

keterlambatan transfer UP yang terjadi di awal tahun, kesulitan merealisasikan 

angggaran ini juga disebabkan adanya peminjaman dana anggaran yang 

dipergunakan untuk menutup pengeluaran PFK Minus. Pengeluaran PFK 

Minus ini membuat penggunaan anggaran pada sebagian Satker Luar Negeri 

menjadi kurang efektif dari yang direncanakan. 

Berikut ini disajikan  realisasi anggaran pada Satker Luar Negeri yang 

memiliki PFK Minus. Realisasi anggaran ini disajikan sebagai bahan 

perbandingan dengan jumlah saldo PFK Minus yang disajikan sebelumnya. 

Realisasi anggaran pada Satker Luar Negeri yang memiliki PFK Minus 

yang ada pada Lampiran 3, dapat dilihat pada Tabel 3.2 dibawah ini. 
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Tabel 3.2. Realisasi Anggaran Satker Luar Negeri yang memiliki 
PFK Minus 

Per 31 Desember 2010 

No Satker Luar Negeri Pagu DIPA Realisasi Sisa DIPA Persentase

1 Aljazair 21.808.786.000 14.976.303.933 6.832.482.067 68,67%

2 Ankara 23.143.564.000 15.243.582.832 7.899.981.168 65,87%

3 Bangkok 46.592.808.000 33.477.249.742 13.115.558.258 71,85%

4 Beograd 20.909.616.000 12.891.392.831 8.018.223.169 61,65%

5 Bern 24.602.270.000 20.800.651.999 3.801.618.001 84,55%

6 Berlin 163.904.460.000 72.202.622.891 91.701.837.109 44,05%

7 Brussel 57.774.710.000 45.887.046.614 11.887.663.386 79,42%

8 Budhapest 22.059.499.000 16.025.813.565 6.033.685.435 72,65%

9 Buenos Aires 20.634.248.000 14.787.556.714 5.846.691.286 71,67%

10 Cairo 40.897.934.000 30.844.295.975 10.053.638.025 75,42%

11 Colombo 17.041.150.000 12.073.589.123 4.967.560.877 70,85%

12 Dacca 16.266.800.000 12.032.306.492 4.234.493.508 73,97%

13 Damascus 23.208.483.000 17.667.102.333 5.541.380.667 76,12%

14 Jeddah 55.967.058.000 36.610.123.133 19.356.934.867 65,41%

15 Jenewa 76.685.180.000 60.338.070.195 16.347.109.805 78,68%

16 Hamburg 22.774.410.000 18.036.009.907 4.738.400.093 79,19%

17 Hongkong 46.723.810.000 39.819.094.554 6.904.715.446 85,22%

18 Islamabad 19.904.587.000 13.429.216.943 6.475.370.057 67,47%

19 Kinabalu 29.108.302.000 20.852.440.444 8.255.861.556 71,64%

20 Osaka 32.521.270.000 27.433.592.444 5.087.677.556 84,36%

21 Kuala Lumpur 79.360.463.000 64.906.591.659 14.453.871.341 81,79%

22 Abuja 31.422.257.000 17.596.400.468 13.825.856.532 56,00%

23 Manila 36.991.943.000 26.823.496.647 10.168.446.353 72,51%

24 Mexico City 28.285.415.000 17.370.741.561 10.914.673.439 61,41%

25 Moscow 67.398.506.000 43.709.249.408 23.689.256.592 64,85%

26 New Delhi 25.022.355.000 17.814.639.310 7.207.715.690 71,19%

27 New York KJRI 28.859.126.000 23.233.062.629 5.626.063.371 80,51%

28 Ottawa 41.715.263.000 31.416.033.887 10.299.229.113 75,31%

29 New York PBB 85.425.562.000 59.169.491.717 26.256.070.283 69,26%

30 Pyong Yang 16.133.432.000 8.260.414.024 7.873.017.976 51,20%

31 Yangoon 34.777.587.000 16.795.449.639 17.982.137.361 48,29%

32 Seoul 48.111.459.000 34.557.455.510 13.554.003.490 71,83%

33 Sydney 24.316.330.000 22.333.628.617 1.982.701.383 91,85%

34 Singapura 79.245.683.000 64.377.907.872 14.867.775.128 81,24%
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Tabel 3.2. Realisasi Anggaran Satker Luar Negeri yang memiliki 
PFK Minus (lanjutan) 

Per 31 Desember 2010  

No Satker Luar Negeri Pagu DIPA Realisasi Sisa DIPA Persentase

35 Teheran 19.742.582.000 17.440.538.321 2.302.043.679 88,34%

36 Vientiane 15.639.014.000 11.035.327.753 4.603.686.247 70,56%

37 Wina 43.066.310.000 31.482.217.906 11.584.092.094 73,10%

38 Warsawa 22.240.663.000 17.604.730.516 4.635.932.484 79,16%

39 Washington 80.491.335.000 67.007.265.467 13.484.069.533 83,25%

40 Wellington 25.691.380.000 17.185.699.138 8.505.680.862 66,89%

41 Port Moresby 26.206.320.000 15.018.372.670 11.187.947.330 57,31%

42 Sana'a 17.332.948.000 10.447.988.218 6.884.959.782 60,28%

43 Antananarivo 17.930.457.000 11.317.985.024 6.612.471.976 63,12%

44 Madrid 50.558.339.000 25.781.741.129 24.776.597.871 50,99%

45 Kuwait 27.488.564.000 16.896.645.284 10.591.918.716 61,47%

46 Helsinki 25.716.404.000 19.295.466.380 6.420.937.620 75,03%

47 Tunis 18.962.220.000 15.962.123.791 3.000.096.209 84,18%

48 Caracas 22.873.322.000 14.583.294.798 8.290.027.202 63,76%

49 Abu Dhabi 27.411.066.000 22.176.510.794 5.234.555.206 80,90%

50 Toronto 24.668.748.000 17.924.043.337 6.744.704.663 72,66%

51 BS Begawan 72.988.467.000 23.266.775.467 49.721.691.533 31,88%

52 Amman 24.188.790.000 18.719.832.671 5.468.957.329 77,39%

53 Beijing 44.880.348.000 36.432.372.835 8.447.975.165 81,18%

54 Santiago 24.680.619.000 15.280.994.408 9.399.624.592 61,91%

55 Windhoek 18.358.545.000 14.918.896.496 3.439.648.504 81,26%

56 Vanimo 13.702.440.000 7.109.015.715 6.593.424.285 51,88%

57 Kiev 26.119.683.000 19.014.670.757 7.105.012.243 72,80%

58 Tashkent 22.463.580.000 16.361.516.444 6.102.063.556 72,84%

59 Pretoria 21.644.077.000 15.881.032.650 5.763.044.350 73,37%

60 Bratislava 20.794.380.000 16.362.092.191 4.432.287.809 78,69%

61 Songkhla 15.388.235.000 9.307.643.214 6.080.591.786 60,49%

62 Doha 21.155.329.000 13.132.193.363 8.023.135.637 62,08%

63 Dili 24.133.690.000 16.280.828.622 7.852.861.378 67,46%

64 Lima 22.282.010.000 15.895.141.601 6.386.868.399 71,34%

65 Suva 17.695.918.000 11.299.386.446 6.396.531.554 63,85%

66 Tripoli 17.856.201.000 13.494.923.735 4.361.277.265 75,58%

TOTAL 2.283.946.310.000 1.577.709.892.753 706.236.417.247 69,08%

 Sumber: Biro Keuangan Satker Luar Negeri 
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Dari Tabel 3.2 terlihat bahwa rata-rata tingkat realisasi anggaran belanja 

pada Satker Luar Negeri yang memiliki PFK Minus selama Tahun Anggaran 

2010 berada pada kisaran 69,08%. Dibandingkan dengan total PFK Minus 

sejumlah  Rp.48.841.651.844,11, ternyata masih tersedia sisa anggaran sebesar 

Rp.706.236.417.247,00. Secara umum terlihat masih tersedia lebih dari cukup 

dana untuk menutup PFK Minus pada tahun tersebut. Yang sulit dilakukan 

adalah melakukan revisi pada Mata Anggaran Kegiatan yang berada dalam 

program yang berbeda pada tahun anggaran 2010. Sehingga kekurangan 

anggaran pada Mata Anggaran Kegiatan belanja barang (akun 52) tidak dapat 

ditutup dengan revisi pada Mata Anggaran Kegiatan belanja modal (akun 53) 

dikarenakan berada dalam program yang berbeda dan memerlukan 

pembahasan dan persetujuan DPR. 

Tingkat penyerapan anggaran pada Tahun Anggaran 2010 terlihat 

cukup rendah yang salah satunya dikarenakan dana yang tersedia untuk 

pengeluaran anggaran yang direncanakan telah digunakan untuk membiayai 

terlebih dahulu pengeluaran PFK Minus sepanjang tahun anggaran berjalan. 

Hal ini mermbuat pengeluaran anggaran kegiatan yang sudah direncanakan 

menjadi tertunda realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran berakhir. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode Pengumpulan data yang dilakukan adalah : 

1.    Library Research, mengumpulkan informasi dan data yang relevan 

dengan permasalahan pembukuan pihak ketiga minus yang belum dapat 

dipertanggungjawabkan ke dalam DIPA pada tahun anggaran berjalan, 

yang didapatkan dari literatur peraturan perundang-undangan, buku, 

artikel, dan lain-lain. 

2.    Field Research, data yang dikumpulkan berupa data sekunder dengan 

mengambil data sekunder dari faktor penyebab terjadinya pembukuan 

pihak ketiga minus pada populasi 119 Satker Luar Negeri melalui 

penelusuran pembukuan dalam Sistem Informasi Manajemen Keuangan 

(SIMKEU) Satker Luar Negeri Tahun Anggaran 2010, hasil pemeriksaan 
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Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hasil pemeriksaan Inspektorat 

Jenderal (Itjen), hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP), hasil monitoring Tim Penyelesaian PFK Minus di 

Satker Luar Negeri, surat Kawat dari Satker Luar Negeri yang meminta 

penggantian PFK Minus, surat Kawat dari Satker Luar Negeri yang 

meminta arahan Biro Keuangan dan Biro Perencanaan dan Organisasi 

dalam penyelesaian PFK Minus, dan dokumen sumber terkait. 

 

3.5 Metode Pengambilan Sampel (Sampling method) 

Populasi dalam penelitian ini dibatasi pada 119 Satker Luar Negeri yang 

berada di luar negeri dengan tidak memasukkan satuan kerja yang berada di 

dalam negeri (pusat). Pemilihan sampel dilakukan dengan metode purposive 

sampling yaitu metode penelitian pengambilan sampel berdasarkan kriteria 

tertentu menurut penilaian peneliti. Kriteria yang digunakan untuk 

pengambilan sampel antara lain : 

1.    Satker Luar Negeri yang memiliki saldo pihak ketiga minus dalam 

pembukuannya pada tahun anggaran 2010 yang bisa dilihat pada 

SIMKEU  

2.    Satker Luar Negeri yang saldo pihak ketiga minus dilaporkan kepada 

pusat melalui laporan keuangan setiap akhir tahun anggaran sebagai bukti 

pengeluaran pihak ketiga minus menjadi tanggung jawab Satker Luar 

Negeri 

3.    Satker Luar Negeri yang memiliki saldo pihak ketiga minus dalam 

pembukuannya namun diselesaikan pada tahun anggaran 2010 sehingga 

tidak terlihat pada saldo tahun 2010. 
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Proses pemilihan sampel penelitian dapat dilihat di Tabel 3.3 

Tabel 3.3. Proses Pemilihan Sampel Penelitian 

 Kriteria Pengambilan Sampel Jumlah Sampel 

 

Jumlah Satker Luar Negeri yang berada di luar negeri 119 

Jumlah Satker Luar Negeri yang tidak memiliki saldo 
pihak ketiga minus dalam SIMKEU 

(53) 

Jumlah Satker Luar Negeri yang tidak melaporkan saldo 
pihak ketiga minus dalam laporan keuangannya 

0 

Jumlah Satker Luar Negeri yang Memiliki PFK Minus 
tidak diteliti berkaitan dengan kerahasiaan data 

(56) 

Jumlah Satker Luar Negeri yang saldo PFK Minus 
diselesaikan dalam tahun  2010-2011 

2 

Jumlah Sampel Penelitian 12 

Sumber : Data Diolah 

Sehingga total sampel penelitian  adalah sejumlah 12 Satker Luar 

Negeri yang terdiri dari 10 Satker Luar Negeri yang memiliki saldo pihak 

ketiga minus dalam pembukuannya pada tahun anggaran 2010 yang bisa 

dilihat pada SIMKEU dan 2 Satker Luar Negeri yang memiliki saldo pihak 

ketiga minus dalam pembukuannya namun diselesaikan pada tahun anggaran 

2010 sehingga tidak terlihat pada saldo tahun 2010. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Objek Penelitian 

Dalam penelitian  ini digunakan sampel sejumlah 12 Satker Luar Negeri 

dimana 10 diantaranya adalah Satker Luar Negeri yang memiliki PFK Minus 

dan 2 Satker Luar Negeri lainnya yang PFK Minus nya telah diselesaikan pada 

tahun 2010. Satker Luar Negeri yang memiliki PFK Minus adalah yang 

berlokasi di Amman, Bangkok, Kuala Lumpur, Singapura, Beijing, Warsawa, 

Washington DC, Beograd, Moskow dan Madrid. Sementara Satker Luar 

Negeri yang PFK Minus nya telah diselesaikan dalam tahun 2010 adalah 

Satker Luar Negeri yang berlokasi di Frankfurt dan Johor Bahru. 

Proses pemilihan sampel ini dilakukan dengan berpedoman pada 

kerahasiaan data yang ada pada Satker Luar Negeri. Satker yang dipilih adalah 

yang memiliki masalah PFK Minus dengan tingkat kerahasiaan data yang 

minimum dibandingkan dengan Satker Luar Negeri lainnya. Selain itu juga 

diperhatikan apakah data Satker Luar Negeri yang disajikan memenuhi unsur 

ketersediaan data dokumen sumber yang berasal dari korespondensi antara 

Satker Luar Negeri dengan Pusat, hasil pemeriksaan BPK, hasil pemeriksaan 

Itjen, hasil pemeriksaan BPKP bersama dengan Tim Verifikasi PFK Minus 

yang dilakukan selama kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. 

Faktor lain yang menjadi pertimbangan adalah jumlah PFK Minus yang ada 

pada Satker Luar Negeri tersebut cukup material dan memiliki rincian PFK 

Minus yang beragam antara satu dengan yang lainnya. 

Dalam Tabel 4.1 disajikan kembali rincian PFK Minus yang terjadi 

pada 10 Satker Luar Negeri yang memiliki PFK Minus dari 12 Satker Luar 

Negeri yang menjadi sampel penelitian. 
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Dollar US (USD) 
dan Equivalent 

USD
Equivalent Rupiah

Dollar US 
(USD) dan 

Equivalent USD
Equivalent Rupiah

1 Bangkok 125.757,43 1.130.685.030,87 Belanja LS dan Perkantoran 2009 591,13 5.314.859,49 SLO Polri X

2 Beograd 30.377,74 273.126.260,34
USD 16.275,23 TPLN 2009,           

USD 13.660,19 Belanja LS 2009, 
USD 442,32 Sisa UP 2009

V

3
Kuala 
Lumpur

269.306,64 2.421.336.043,34

AL. VS 227.576,25 Daya dan Jasa, 
USD 360 Pemulangan TKI, VS 

153.180,24 ASEAN, VS 
176.270,54 Pembangunan Putra 

Jaya

23.362,50 210.052.237,50
Yayasan 
Lavania

X

4 Moscow 136.209,98 1.224.663.902,57
USD 15.809,07 Belanja LS 2009, 

USD 110.288,59 TPLN,                VS 
309.052,63 Sewa Rumah

X

5 Singapura 484.193,42 4.353.383.062,29

Guru SI 2008 dan 2009 (USD 
6.194 + 36.650) , Belanja LS 2007 

sd 2008 (VS 410.375,62 + 
147.245,00 + 7.400)

6 Warsawa 212.023,85 1.906.306.435,35
USD 13.823,12 Gaji LS 2009,  USD 

198.200,73 Expo 2008
X

7 Washington 46.658,62 419.507.652,42 Restitusi Pengobatan

8 Madrid 102.400,95 920.686.915,84
VS 102.862,70 Belanja LS 2009, 
VS 34.256,94 Honor Tetap 2009

9 Amman 416.700,08 3.746.550.380,62

USD 19.813,16 TPLN, USD 
1.448,18 Tunjangan Sewa Rumah, 

USD 28.896,63 dan VS 
246.310,78 Penampungan TKI, 
USD 5.809 dan VS 24.141,29 

Relawan Ghaza

10 Beijing 159.084,52 1.430.328.960,87
Tunjangan Sewa Rumah, Har 

Gedung
58.291,81 524.101.643,58

Kunjungan 
Presiden dan 

Wapres

Total PFK 
Internal

5.279.577,27 17.826.574.644,51 Total PFK Eksternal 23.953,63 739.468.740,57

Rp18.566.043.385,08Total PFK Minus pada 10 Satker 

Sumber: Data Diolah

Tabel 4.1.

Eksternal Satker Luar NegeriInternal Satker Luar Negeri

Rekapitulasi PFK Minus dari Dokumen Daftar Rekapitulasi Persekot Kerja
SIMKEU-Realtime pada 10 Satker Luar Negeri yang menjadi Sampel Penelitian

No
Nama Satker 
Luar Negeri

Keterangan Keterangan

Data 
Lengkap + 
Verifikasi 

Itjen      
(V)

Kirim 
Dokumen 
+ Belum 
Verifikasi 

Itjen     
(X)
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Dari Tabel 4.1  dapat diketahui nilai PFK Minus pada masing-masing 

dari 10 Satker Luar Negeri dengan nilai equivalent Dollar US  dan equivalent 

Rupiah, serta keterangan rincian PFK Minus tersebut. Sebagai contoh pada 

Satker Luar Negeri Amman terdapat nilai PFK Minus equivalent Dollar US 

sebesar US$ 416.700,08 yang dengan kurs US$ 1=Rp 8.991,00 adalah senilai 

dengan equivalent Rupiah Rp 3.746.550.380,62. Nilai PFK Minus ini terdiri 

dari Tunjangan Penghidupan Luar Negeri (TPLN) sebesar US$ 19.813,16, 

Tunjangan Sewa Rumah (TSR) sebesar US$ 1.448,18, Penampungan BHI 

sebesar US$ 28.896,63 dan VS 246.310,78, PFK-Relawan Ghaza sebesar   

US$ 5.809 dan VS 24.141,29. 

Total PFK minus pada 10 Satker Luar Negeri yang menjadi sampel 

penelitian adalah sebesar Rp18.566.043.385,08 yang terdiri dari PFK Minus 

Internal sebesar Rp 17.826.574.644,51 dan PFK Minus Eksternal sebesar                   

Rp 739.468.740,57. 

 

4.2 Skema terjadinya PFK Minus 

Skema terjadinya PFK Minus dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1  Skema Terjadinya PFK Minus 

Sumber : Data Diolah 

Selisih kurs 

Kekurangan 
anggaran 
belanja 

Keterlambatan 
transfer UP 

Saldo pihak ketiga 
minus 

Pembukuan 
pihak ketiga 

Revisi DIPA 
ditolak 

ABT ditolak 
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Dari Gambar 4.1 dapat dilihat skema terjadinya PFK Minus. Pembukuan 

pihak ketiga (PFK) terjadi disebabkan oleh beberapa hal selama tahun 

anggaran berjalan. Keterlambatan transfer UP menjadi salah satu penyebab 

terjadinya PFK pada awal tahun anggaran dan dapat dilihat pada Lampiran 6. 

Pengeluaran yang terjadi pada awal tahun anggaran sebelum transfer UP 

diterima akan dibukukan sebagai PFK-DIPA. PFK-DIPA untuk membukukan 

pengeluaran dinas yang belum bisa dipertanggungjawabkan ke dalam DIPA 

Satker Luar Negeri yang disebabkan uang persediaan (UP) belum diterima dan 

atau UP tidak mencukupi. Pengeluaran ini seluruhnya harus bisa 

dipertanggungjawabkan ke dalam DIPA tanpa melewati batas tahun anggaran. 

Sehingga sisa sampai dengan bulan ini dalam PFK DIPA selalu minus karena 

belum dapat dipertanggungjawabkan ke dalam DIPA dan nihil karena 

seluruhnya sudah dipertanggungjawabkan ke dalam DIPA. Apabila sisa 

sampai dengan bulan ini PFK DIPA plus berarti pembukuan PFK adalah salah 

dan atau sisa sampai dengan bulan ini SISA DIPA sampai dengan akhir tahun 

tidak boleh minus tanpa seijin Pusat. Pembukuan PFK-DIPA ini menggunakan 

dana dari Kas Besi yang merupakan dana cadangan pada masing-masing 

Satker Luar Negeri. Pada tahun anggaran 2010 rata-rata transfer UP tahap I 

baru dilakukan pada bulan Februari dan Maret dikarenakan harus menunggu 

perhitungan pengembalian Sisa UP oleh masing-masing Satker Luar Negeri 

selesai dilakukan antara Satker Luar Negeri Pusat dengan KPPN Jakarta I. 

Rata-rata transfer UP tahun anggaran 2010 dapat dilihat pada Lampiran 6. 

Pembukuan PFK-DIPA selanjutnya bisa terjadi akibat selisih kurs yang 

terjadi karena pembebanan mata anggaran kegiatan dalam mata uang US 

dollar melebihi pagu anggaran dalam equivalent Rupiahnya. Selisih tersebut 

menyebabkan tidak bisa dibebankannya sebagian nilai pengeluaran anggaran 

dalam mata anggaran kegiatan yang ada. Selisih nilai equivalent Rupiah 

tersebut pun harus dibebankan sementara dalam PFK-DIPA. Pada akhir tahun 

setelah verifikasi BPKP (tahun 2009) dan atau Biro Keuangan (tahun 2010), 

maka PFK-DIPA ini akan dibebankan dalam beban selisih kurs dengan mata 

anggaran kegiatan yang disediakan Kementerian Keuangan. Selisih kurs tahun 

anggaran 2009 dan 2010 dapat dilihat pada Lampiran 6. 
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Kekurangan anggaran belanja menjadi salah satu penyebab selanjutnya 

dalam pembukuan pihak ketiga. Anggaran pada perlindungan WNI/TKI, 

pengeluaran belanja pegawai, belanja sewa gedung, dan sebagainya yang tidak 

teralokasi dengan baik pada tahun anggaran berjalan menimbulkan pembukuan 

pihak ketiga yang dibebankan dalam PFK-DIPA. 

Pembukuan pihak ketiga ini harus diselesaikan dalam tahun anggaran 

berjalan melalui mekanisme revisi anggaran dan pengajuan Anggaran Belanja 

Tambahan (ABT). Bila revisi anggaran dan atau pengajuan Anggaran Belanja 

Tambahan ditolak maka akan mengakibatkan munculnya saldo PFK Minus 

pada akhir tahun anggaran. 

 

4.3 Faktor Penyebab terjadinya PFK Minus 

Hasil penelaahan dan penelitian yang dilakukan oleh Tim Penyelesaian PFK 

Minus bersama dengan Inspektorat Jenderal pada Satker Luar Negeri, Badan 

Pemeriksa Keuangan, menyatakan beberapa penyebab terjadinya PFK Minus 

sebagai berikut: 

1. Beberapa Satker Luar Negeri tidak segera mengajukan ke pusat untuk 

meminta Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk menutup pengeluaran 

PFK Minus, khususnya untuk anggaran belanja mengikat. 

Hasil penelaahan yang dilakukan pada Satker Luar Negeri Amman 

terlihat bahwa Satker Luar Negeri Amman telah mengajukan ABT melalui 

brafaks No. RR-082/AMMAN/V/10 pada tanggal 4 Mei 2010, namun 

dianjurkan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi dengan kawat 

No.1002433 tanggal 19 Mei 2010 untuk mengoptimalkan anggaran yang 

ada. Atas saran pusat, Satker Luar Negeri Amman telah beberapa kali 

mengajukan revisi anggaran (terakhir dengan brafaks No. RR-

212/AMMAN/XI/10 tanggal 11 November 2010), namun belum ada kabar 

lebih lanjut dari pusat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 4. 

Pada kasus lain di Satker Luar Negeri Beijing terdapat PFK Minus 

Belanja Pegawai US$ 51.422,64 dan PFK Minus Tunjangan Sewa Rumah 

sebesar US$ 104.971,47 yang sesuai dengan bukti dukung pemeriksaan 

oleh Tim Verifikasi PFK Minus telah diajukan revisi anggaran ke Biro 
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Perencanaan dan Organisasi namun tidak dapat diproses kepada Direktorat 

Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan sampai dengan batas waktu 

yang ditentukan karena waktu pengajuannya mendekati tanggal batas akhir 

pengajuan revisi pada tahun anggaran 2010 yaitu pada 15 Oktober 2010. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 4. 

2. Perwakilan tidak memberikan data pendukung atau dokumen yang 

diperlukan pusat untuk pengajuan usulan ABT ke Kementerian Keuangan 

guna pembahasan anggaran. 

Dari 66 Satker Luar Negeri yang memiliki saldo PFK Minus pada 

tahun anggaran 2010 baru sebanyak 20 Satker Luar Negeri yang sudah 

mengirimkan data dukung dan dinyatakan lengkap dan telah diverifikasi 

oleh Inspektorat Jenderal, sementara sebanyak 16 Satker Luar Negeri sudah 

mengirimkan data dukung namun belum lengkap dan belum di verifikasi 

oleh Inspektorat Jenderal maupun BPKP, sedangkan masih terdapat 30 

Satker Luar Negeri yang belum mengirimkan data dukung apapun terkait 

dengan saldo PFK Minus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 

3.1. Pengajuan ABT tanpa dokumen pendukung yang memadai bisa 

berakibat ditolaknya ABT yang diajukan Satker Luar Negeri. 

3.  Adanya kenaikan Tunjangan Penghidupan Luar Negeri (TPLN), Tunjangan 

Sewa Rumah (TSR), Tunjangan Restitusi Pengobatan sebagai akibat dari : 

a. Kenaikan gelar Home Staff yang mengakibatkan kenaikan TPLN atau 

pergantian Home Staff dengan gelar yang lebih rendah oleh gelar yang 

lebih tinggi. 

Pada Satker Luar Negeri Bangkok terdapat PFK Minus Belanja 

Pegawai Home Staff yang terjadi pada tahun 2009 sebesar 

US$59.899,61. Hasil verifikasi BPKP menyebutkan bahwa jumlah PFK 

Minus tersebut telah didukung dengan bukti-bukti pengeluaran yang 

ada, antara lain form 2 SIMKEU (Model O Pengeluaran), daftar payroll, 

kwitansi dan bukti bank. PFK Minus terjadi karena pengeluaran belanja 

pegawai untuk TPLN Home Staff  yang melebihi anggaran adalah 

sebesar US$145.242,93. Kekurangan anggaran ini dibukukan dalam 
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pembukuan pihak ketiga. ABT Kekurangan Belanja Pegawai TPLN 

yang disetujui Kementerian Keuangan adalah sebesar US$85.343,42. 

Sehingga masih terdapat selisih kekurangan anggaran sebesar 

US$59.899,61 yang menjadi saldo PFK Minus. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada Lampiran 4. 

Data Biro Keuangan menyatakan adanya perubahan gelar Home 

Staff yang terjadi antara waktu perencanaan anggaran dalam RKA-K/L 

pada tahun 2008 dengan pembebanan anggaran yang terjadi pada tahun 

anggaran 2009. 

b. Bertambahnya besetting Home Staff yang melebihi formasi dalam 

anggaran atau peraturan keuangan yang ada 

Penambahan staf yang di perwakilan terdapat ketentuan atau 

aturan yang mengaturnya. Misalnya ada negara yang tingkat 

kejahatannya sangat tinggi dimana keselamatan staff sangat riskan 

seperti di Satker Luar Negeri Port Moresby. Jika harus menunggu 

diterapkannya peraturan yang berlaku terkait penambahan jumlah staff 

pada Satker Luar Negeri maka diperlukan untuk sesegera mungkin 

memperkerjakan petugas keamanan yang terlatih dengan kualifikasi 

minimal Kopassus untuk melakukan penjagaan terhadap staf dan kantor 

Satker Luar Negeri tersebut. 

Untuk dilakukan penambahan formasi staf di Satker Luar Negeri 

maka perlu segera diajukan kelengkapan  administrasinya seperti 

anggaran untuk gaji dan pengeluaran staf tambahan. Namun kemudian 

tenyata lembaga yang bertanggung-jawab di bidang kepegawaian 

menyatakan bahwa penambahan staf di Satker Luar Negeri tersebut 

tidak dapat disetujui. Lembaga yang bertanggung-jawab di bidang 

anggaran pun menyatakan bahwa bila tidak ada persetujuan 

penambahan staf maka negara tidak boleh membayarkan gaji dan 

pengeluaran staf tersebut. Hal ini pun berlangsung terus menerus  dan 

membebani keuangan Satker Luar Negeri tersebut. 
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Satker Luar Negeri Amman, Singapura, Moscow, Madrid dalam 

kasus yang sama sudah mengajukan penggantian ke pusat atas 

pembebanan PFK Minus Belanja Pegawai tersebut namun belum juga 

mendapatkan penggantian. Pengajuan revisi atas belanja pegawai telah 

coba dilakukan pada Tahun Anggaran 2010  namun terkendala batasan 

peraturan keuangan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 4 

dan Lampiran 5. 

Sementara itu untuk PFK Minus Belanja Pegawai Home Staff 

juga telah beberapa kali diajukan revisi dan Anggaran Belanja 

Tambahan pada Tahun Anggaran 2010, namun seperti pada kasus 

Satker Luar Negeri Amman sesuai hasil penelitian Tim Monitoring PFK 

minus tanggal 13-15 Desember 2010, tidak mendapatkan tanggapan dan 

dianjurkan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Satker Luar Negeri 

untuk mengoptimalkan anggaran yang ada. Pada kasus Satker Luar 

Negeri Amman ini tidak disetujuinya revisi dan Anggaran Belanja 

Tambahan adalah karena adanya penambahan formasi 1 orang Home 

Staff  yang mengakibatkan bezetting Satker tersebut menjadi 8 (delapan) 

orang. Hal ini tidak sesuai dengan Kepmenlu RI No 06 Tahun 2004 

dimana Satker Luar Negeri Amman hanya mendapatkan formasi 7 

(tujuh) orang. Karena tidak sesuai dengan peraturan keuangan yang ada, 

maka revisi dan ABT pada Satker tersebut tidak disetujui oleh 

Kementerian Keuangan. Satker Luar Negeri Amman sebagai pelaksana 

keputusan penempatan Home Staff pada Satker tidak mempunyai 

kewenangan untuk tidak membayarkan TPLN atas Home Staff  yang 

melebihi formasi tersebut. Karena kewenangan penempatan Home Staff  

berada pada keputusan Biro Kepegawaian. 

Satker Luar Negeri Amman seperti juga Satker Luar Negeri 

yang lainnya juga telah mempertanyakan kemungkinan pembebanan 

PFK Minus Belanja Pegawai Home Staff Tahun Anggaran 2010 pada 

DIPA Tahun Anggaran 2011, juga kemungkinan pengajuan ABT 

Belanja Pegawai Tahun  2011. Namun sampai dengan Tahun Anggaran 
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berakhir belum juga mendapatkan kepastian. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada Lampiran 4. 

4. Belanja pegawai Local Staff yang tidak sesuai dengan ketentuan 

diantaranya: 

a. Lembur Local Staff yang melampaui pagu anggaran dan atau tidak 

sesuai dengan ketentuan 

Penelaahan pada Satker Madrid misalnya yang memiliki PFK 

Minus Belanja Pegawai Local Staff, telah menyampaikan bahwa batasan 

50% TPLN bagi gaji pokok Local Staff seperti yang terdapat pada 

Permenlu 07 Tahun 2006 tidak sesuai dengan Upah Minimum Regional 

(UMR) di negara Jerman, sehingga adanya pembebanan di luar 

anggaran yang tersedia dalam DIPA Satker tersebut. Hal ini juga yang 

menjadi kendala pada Satker di Luar Negeri terkait Belanja Pegawai 

Local Staff. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 5. 

Kasus yang didapat pada Satker Luar Negeri Warsawa, dimana 

terdapat PFK Minus Belanja Pegawai Local Staff sebesar US$ 

13.823,12 untuk menutup pemberian gaji ke 13 Local Staff tahun 

anggaran 2009. Pemberian gaji ke 13 ini berdasarkan pemeriksaan Tim 

Verifikasi PFK Minus telah mendapatkan izin dari Sekretaris Jenderal 

Satker Luar Negeri. Karena telah mendapatkan izin pemberiannya dan 

didukung dengan bukti yang ada maka bisa dimintakan penggantiannya 

kepada Kementerian Keuangan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

Lampiran 4. 

b. Banyaknya tunjangan yang tidak sesuai dengan ketentuan misalnya 

tunjangan kemahalan, tunjangan keluarga, dan tunjangan lain-lain. 

Kasus pada Satker Luar Negeri Frankfurt yang juga mengalami 

kendala UMR di negara Jerman, untuk menghindari potensi gugatan 

pegawai Local Staff  bila tetap dipaksakan menggunakan aturan 

maksimum diambil kebijakan untuk memberikan “tunjangan 

kemahalan” yang diambil dari mata anggaran Operasional Perkantoran 

dan Pimpinan untuk menutup selisih antara batasan 50% TPLN dengan 
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UMR negara Jerman. Untuk diketahui bahwa Satker Frankfurt tidak 

termasuk dalam Satker Luar Negeri yang memiliki Saldo PFK Minus 

dalam Laporan Keuangannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

Lampiran 5. 

 

5. Pagu anggaran belanja pegawai Local Staff tidak mencukupi. 

Satker Luar Negeri Beograd memiliki PFK Minus belanja pegawai  

Local Staff sebesar US$13.660,19 dari tahun anggaran 2009 dan Satker 

Luar Negeri Moskow memiliki PFK Minus belanja pegawai  Local Staff 

sebesar US$15.809,07 dari tahun anggaran 2009. Kedua Satker Luar Negeri 

tersebut sudah mengajukan penggantian PFK Minus kepada Setjen Pusat 

Satker Luar Negeri namun dinyatakan menunggu hasil verifikasi BPKP dan 

Itjen. Menurut korespondensi dari bagian penganggaran dikatakan bahwa 

alokasi anggaran belanja pegawai Local Staff untuk tahun anggaran 2009 

adalah tidak melebihi dari 43% Angka Dasar Tunjangan Luar Negeri 

(ADTLN) Satker Luar Negeri dimaksud. Sementara menurut Peraturan 

Menteri Luar Negeri Nomor 07/A/KP/X/2006/01 tahun 2006 tentang 

Pedoman dan Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pembuatan 

Kontrak Kerja Pegawai Setempat pada Perwakilan Republik Indonesia di 

Luar Negeri disebutkan bahwa alokasi anggaran belanja pegawai Local 

Staff adalah tidak melebihi 50% Angka Dasar Tunjangan Luar Negeri 

(ADTLN) Satker Luar Negeri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

Lampiran 5. 

6. Pagu anggaran perlindungan Warga Negara Indonesia / Badan Hukum 

Indonesia (WNI/BHI) tidak mencukupi pada Satker Luar Negeri yang 

memiliki jumlah WNI cukup banyak di negara tersebut, dan adanya 

tumpang tindih perlindungan WNI dengan Badan Nasional Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2BHI) dan Atase Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi di Satker Luar Negeri. 

Perlindungan WNI/BHI wajib dilakukan oleh Satker Luar Negeri 

sesuai amanat UU No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. 

Dalam pemberian perlindungan ini kadang-kadang anggaran belum 
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tersedia, sementara kebutuhan sangat mendesak. Contoh yang nyata pada 

situasi darurat yang terjadi di Tunisia, Mesir, Libya dimana Presiden telah 

memberikan instruksi evakuasi WNI dari negara tersebut, namun pada 

kenyataannya sejak merebaknya demonstrasi pada tanggal 25 Januari 2011 

hingga pada mahasiswa kembali tanggal 25 Februari 2011, anggaran untuk 

evakuasi tersebut belum berhasil dicairkan. Kasus lainnya pada WNI yang 

terancam dieksekusi mati di Arab Saudi yaitu Darsem, sampai dengan 

tanggal jatuh tempo pembayaran Diyat untuk membatalkan eksekusi mati, 

anggaran tersebut belum berhasil dicairkan dan Satker Luar Negeri harus 

membayarkan uang Diyat tersebut dengan menggunakan anggaran yang ada 

pada Satker tersebut dengan menggunakan PFK.  

PFK evakuasi WNI Mesir, Tunisia, Libya ditutup dengan anggaran 

BA 999 yaitu anggaran Belanja Lainnya yang dialokasikan khusus untuk 

situasi darurat. Sementara untuk Diyat Darsem diganti dengan anggaran 

yang ada pada Ditjen Protokol Konsuler setelah dilakukan pembahasan 

dengan Kementerian Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat.  

Kasus lain pada PFK Minus ini terjadi akibat perubahan kondisi 

yang terjadi pada Satker Luar Negeri dalam hal perlindungan WNI/BHI di 

luar negeri. Pada kasus Satker Luar Negeri Amman misalnya, hasil 

penelitian Tim Monitoring PFK minus tanggal 13-15 Desember 2010 

menyebutkan bahwa PFK Minus ini disebabkan karena: 

a. Meningkatnya jumlah penanganan kasus WNI/BHI bermasalah 

sepanjang tahun 2010 

b. Meningkatnya harga kebutuhan sehari-hari di Amman sehingga biaya 

yang dibutuhkan untuk menangani WNI di penampungan bertambah. 

c. Lebih sedikitnya bantuan dana penanganan WNI/BHI dari instansi-

instansi lainnya seperti Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

serta BNP2BHI yang memiliki atase di Satker Luar Negeri dibandingkan 

dengan tahun lalu. 

d. Belum adanya penggantian atas pengeluaran untuk penanganan relawan 

RI dalam Kapal Mavi-Marmara yang sebelumnya dinyatakan akan 

ditangani menggunakan dana cadangan Sekretariat Jenderal. 
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Langkah yang telah dilakukan oleh Satker Luar  Negeri adalah 

mengoptimalkan anggaran yang ada dengan mengajukan revisi DIPA ke 

Biro Perencanaan dan Organisasi, namun tidak mendapatkan kepastian 

jawaban. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 4. 

7. Pagu anggaran sewa gedung kantor/wisma Satker Luar Negeri yang ada 

dalam DIPA tidak mencukupi. 

Hasil verifikasi BPKP pada tahun 2012 menyebutkan bahwa Satker 

Luar Negeri Bangkok memiliki saldo PFK Minus sebesar Baht 143.500 

yang merupakan biaya sewa rumah Deputy Chief of Mission (DCM) untuk 

bulan Desember 2009 yang anggarannya tidak mencukupi akibat dari 

selisih kurs. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 4. 

8. Pagu anggaran belanja daya dan jasa Satker Luar Negeri yang ada dalam 

DIPA tidak mencukupi. 

Hasil verifikasi BPKP pada tahun 2012 menyebutkan bahwa Satker 

Luar Negeri Kuala Lumpur memiliki saldo PFK Minus belanja langganan 

daya dan jasa sebesar RM 227.576,25 equivalent US$75.331,26 yang 

berasal dari tahun anggaran 2009. Pengeluaran ini dilakukan untuk 

menampung pembayaran telepon, listrik dan air untuk kantor Satker Luar 

Negeri, Wisma Duta, Wisma DCM dan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur 

(SIK) yang dananya tidak cukup tersedia dalam DIPA Satker Luar Negeri 

Kuala Lumpur, walaupun sudah mendapatkan tambahan dana belanja daya 

dan jasa serta ABT Selisih Kurs dari Biro Keuangan Satker Luar Negeri. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 4. 

 
9. Pagu anggaran Tunjangan Restitusi Pengobatan Satker Luar Negeri yang 

ada dalam DIPA tidak mencukupi.  

Tim Verifikasi PFK Minus pada 11 April 2012 menyebutkan bahwa 

hal ini salah satunya terjadi pada Satker Luar Negeri Washington DC, 

dimana anggaran untuk beban Asuransi Kesehatan kurang tersedia. 

Anggaran Asuransi Kesehatan tahun 2010 sebesar US$ 325.375,01 

sementara Tagihan Asuransi Kesehatan sebesar US$ 372.033,63 sehingga 

kekurangan sebesar US$ 46.658,62 dibebankan sebagai PFK Minus dengan 
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menggunakan dana Kas Besi. Karena seluruh pembayaran Asuransi 

Kesehatan tersebut disertai dengan bukti pendukung secara lengkap, maka 

dapat dimintakan penggantiannya kepada Kementerian Keuangan. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 4. 

10. Adanya selisih kurs dari saat pengajuan RKA-K/L dengan saat 

pembebanan DIPA Satker Luar Negeri dimana terjadi perbedaan kurs 

tukar mata uang yang melebihi anggaran yang tersedia dalam pagu DIPA 

Satker Luar Negeri. 

Pada tahun 2009 BPKP telah menemukan jumlah selisih kurs 

sebesar Rp10.225.020.455 pada seluruh Satker Luar Negeri dan Biro 

Keuangan menemukan selisih kurs sebesar Rp258.400.324 dalam tahun 

2010 pada seluruh Satker Luar Negeri, dan Kementerian Keuangan telah 

memberikan akun baru untuk dapat menyelesaikan selisih kurs tersebut. 

Namun dari segi penjurnalan penghapusan selisih kurs tersebut ternyata 

masih memerlukan pembahasan saat ini di Kementerian Keuangan. Jumlah 

selisih kurs pada tahun 2009 dan 2010 dapat dilihat pada Lampiran 6. 

11. Lamanya proses pengajuan revisi yang dilakukan. 

Pada tahun anggaran 2010, Dokumen revisi diajukan Satker Luar 

Negeri kepada Biro Perencanaan dan Organisasi (BPO), kemudian 

diproses dan diajukan kepada Direktorat Jenderal Anggaran. Direktorat 

Jenderal Anggaran melakukan proses verifikasi untuk kemudian diteruskan 

kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan ini yang kemudian mengesahkan dokumen revisi sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

Lamanya pengajuan revisi juga terjadi akibat pada tahun anggaran 

2010 setiap jenis belanja berada dalam program dan kegiatan yang 

berbeda, dimana untuk melakukan revisi antar program memerlukan 

persetujuan DPR seperti disampaikan dalam bab 2, sementara untuk revisi 

antar kegiatan memerlukan penelaahan di Direktorat Jenderal Anggaran 

sebelum disahkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 
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4.4 Akibat dari PFK Minus   

1. Pemotongan Uang Persediaan (UP) pada tahun anggaran 2011 oleh KPPN 

sebagai akibat kurang setor Sisa UP tahun anggaran 2010 yang terjadi 

karena pembebanan PFK Minus pada Satker Luar Negeri. 

Pada akhir tahun terdapat Sisa UP dari selisih antara penerimaan UP 

dan realisasi yang harus disetorkan ke Kas Negara untuk mendapatkan UP 

tahun berikutnya, karena untuk mendapatkan UP tahun anggaran berikutnya 

maka semua kewajiban Sisa UP harus sudah disetorkan ke Kas Negara. 

BPK seperti disebutkan dalam Lampiran 1 menyatakan terdapat 6 (enam) 

Satker Luar Negeri yang pada saat pencairan UP tahun 2011 dilakukan 

pemotongan secara langsung oleh KPPN sebagai kompensasi kekurangan 

penyetoran Sisa UP 2010 yaitu : 

Tabel 4.2 

Satker Luar Negeri yang Mengalami Pemotongan UP Tahun Anggaran 2011 

Oleh  KPPN Terkait Dengan PFK Minus Tahun Anggaran 2010 

No. Perwakilan UP Tahap I TA 

2011 (Rp) 

Potongan (Rp) UP Tahap I TA 

2011 yang 

Ditransfer (Rp) 

1 Abuja 6.270.896.000 576.223.000 5694.673.000 

2 Budapest 5.310.528.000 313.016.000 4.007.512.000 

3 Colombo 4.303.998.000 688.389.000 3.615.609.000 

4 Madrid 9.055.128.000 2.218.986.000 6.836.142.000 

5 Port Moresby 5.810.677.000 4.103.921.000 1.706.756.000 

6 Teheran 5.708.630.000 350.610.000 5.358.020.000 

  36.459.857.000 8.251.145.000 28.208.712.000 

Sumber : Temuan BPK Tahun Anggaran 2010 
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Pemotongan UP ini akan berdampak pada kekurangan Sisa UP pada 

akhir tahun 2011, dan kemudian pada tahun 2012 akan terjadi pemotongan 

akibat kekurangan setor Sisa UP yang dipergunakan untuk pembayaran 

beban PFK Minus. Hal ini berlangsung secara terus menerus setiap 

tahunnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 1. 

2. Berkurangnya saldo Kas Besi yang ditujukan untuk berjaga-jaga di 

perwakilan karena sebagian Satker Luar Negeri yang untuk menghindari 

pemotongan UP tahun anggaran 2011 menyetorkan Sisa UP tahun anggaran 

2010 dengan dana Kas Besi. 

Untuk penyetoran Sisa UP tahun 2010 beberapa Satker Luar Negeri 

menggunakan dana Kas Besi yang akan dikembalikan dengan 

menggunakan UP triwulan I tahun 2011. Pada setiap awal tahun anggaran 

terdapat penerimaan UP yang digunakan untuk menutupi penggunaan Kas 

Besi dan terjadi kekurangan Sisa UP pada akhir tahun yang berlangsung 

secara terus menerus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 1. 

3. Berkurangnya kemampuan penyerapan anggaran dan pemenuhan syarat 

75% pemakaian Uang Persediaan (UP) untuk mendapat penggantian UP 

pada Satker Luar Negeri dimana Kas Besi sudah dipergunakan dan sudah 

dikenakan pemotongan UP. 

Temuan BPK tahun  2010 menyebutkan bahwa Satker Luar Negeri 

Kuala Lumpur menyetorkan kekurangan Sisa UP tahun 2009 menggunakan 

UP Triwulan I tahun 2010 setelah mendapatkan ijin dari Biro Keuangan 

Satker Luar Negeri. Satker Luar Negeri Moscow menyetorkan kekurangan 

Sisa UP tahun 2009 dengan menggunakan UP Triwulan I tahun 2010. 

Sementara Satker Luar Negeri Singapura menyetorkan kekurangan Sisa UP 

tahun 2009 menggunakan Kas Besi dimana kemudian pinjaman Kas Besi 

tersebut dikembalikan sesuai pagunya setelah menerima UP Triwulan I 

tahun 2010. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 1. 
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4. Tidak berjalannya tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) secara maksimal pada 

Satker Luar Negeri yang dikenakan pemotongan UP. 

Satker Luar Negeri Port Moresby yang mengalami pemotongan UP 

sekitar Rp 4 Milyar dari total anggaran sekitar Rp 5,8 Milyar akan 

mengalami kesulitan untuk merealisasikan kegiatan yang sudah dirancang 

dalam tahun anggaran berjalan. Program perlindungan WNI/TKI, promosi 

pariwisata Indonesia, tidak dapat dijalankan dengan baik karena anggaran 

yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan tidak ada. 

 

4.5 Alternatif Penyelesaian PFK Minus 

1.  Pembebanan pengeluaran PFK Minus pada tahun anggaran berjalan, bila 

telah mendapatkan verifikasi secara menyeluruh dari BPKP atas jumlah 

nilai pengeluaran yang telah dilakukan. Hasil verifikasi BPKP menjadi 

pedoman semua pihak atas pembebanan pengeluaran PFK Minus pada 

tahun anggaran  berjalan. Hasil verifikasi BPKP harus mengikat Satker 

Luar Negeri dan Kementerian Keuangan dalam persetujuan tripartit  antara 

ketiga pihak tersebut. Jumlah  nilai pengeluaran PFK Minus yang tidak 

mendapatkan verifikasi BPKP karena tidak adanya bukti transaksi terkait 

harus ditetapkan dengan jelas apakah akan diselesaikan dengan mekanisme 

tuntutan ganti rugi kepada pengelola keuangan Satker Luar Negeri pada 

tahun anggaran terjadinya PFK Minus tersebut atau akan dilakukan 

pemutihan dan penggantian dana yang telah dikeluarkan dengan Kas Besi. 

2.  Membuat surat Tuntutan Ganti Rugi dan melakukan penagihan pada 

pengelola keuangan Satker Luar Negeri yang telah melakukan pengeluaran 

PFK Minus tanpa didukung dengan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap 

sejumlah PFK Minus yang tidak dapat dibuktikan pengeluarannya. 

3.  Untuk PFK Eksternal dimintakan penggantian kepada Kementerian 

Keuangan dengan mekanisme ABT pada tahun anggaran berjalan. 

Kemudian meminta bantuan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq 

Direktorat Pengelolaan Piutang  dan  Lelang Negara untuk melakukan 

penagihan pada pihak ketiga terkait PFK Minus tersebut. 
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4.6 Langkah Strategis di Masa Mendatang untuk Mengurangi Munculnya 

PFK Minus 

1. Perbaikan atas mekanisme revisi DIPA pada tahun anggaran berjalan 

Semenjak tahun anggaran 2012, sudah ada mekanisme yang bisa 

dilakukan untuk mengurangi kemungkinan munculnya PFK Minus, namun 

belum berlaku efektif. Pada tahun anggaran 2012 Kementerian Keuangan 

mengijinkan revisi anggaran yang merubah Petunjuk Operasional Kegiatan 

(POK) dengan tanpa merubah DIPA secara keseluruhan. Sesuai dengan 

PMK RI No 49 Tahun 2012 pasal 41, bahwa Revisi Anggaran dapat 

dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

(PA/KPA) sepanjang tidak merubah DIPA dengan ketentuan: 

a. Pergeseran antar akun/antar sub komponen dalam satu komponen 

dan/atau antar komponen untuk memenuhi kebutuhan biaya 

operasional sepanjang dalam jenis belanja yang sama 

b. Antar akun/antar sub komponen dalam satu komponen dan/atau 

pergeseran antar komponen dalam satu keluaran sepanjang dalam jenis 

belanja yang sama 

c. Penambahan/pengurangan akun/sub komponen/komponen dalam satu 

keluaran 

d. Revisi Anggaran dilakukan dengan cara mengubah ADK RKA-Satker 

berkenaan melalui aplikasi RKA-K/L, mencetak POK, dan KPA 

menetapkan perubahan POK. 

 

Revisi Anggaran dapat dilaksanakan dan menjadi kewenangan oleh 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) pada Satker 

Luar Negeri dengan  cara mengubah ADK RKA-Satker berkenaan melalui 

aplikasi RKA-K/L, mencetak POK, dan KPA menetapkan perubahan POK. 

Setelah ditelaah tidak terjadi perubahan DIPA oleh Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan, maka akan langsung disahkan sesuai ketentuan yang 

berlaku. Hal ini bisa meminimalisasi terjadinya PFK Minus, karena dana 

anggaran Satker Luar Negeri yang bertumpuk pada satu output bisa 
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dialihkan kepada output lainnya atau akun lainnya karena masih berada 

dalam satu program, dan tidak memerlukan persetujuan DPR. Waktu revisi 

bisa dipercepat dan PFK minus bisa dihindarkan. Untuk lebih jelasnya alur 

revisi dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

Sebagai perbandingan berikut ini disajikan DIPA Tahun Anggaran 

2010 dengan DIPA Tahun Anggaran  2012 dalam Tabel 4.3 : 

Tabel 4.3 

Perbandingan DIPA Tahun Anggaran 2010 dengan 2012 

DIPA 2010 DIPA 2012 

1. PROGRAM 01.01.02 (Program Pemantapan Polugri & 

Optimalisasi Diplomasi)  

a. Sub Kegiatan 0001 (Pengelolaan Gaji & 

Honorarium) 

1) Akun 511141 (Tunjangan Sewa Rumah) 

2) Akun 511142 (Tunjangan Restitusi pengobatan) 

3) Akun 511145 (Tunjangan Penghidupan Luar 

Negeri TPLN) 

4) Akun 511149 (Honor Tetap/Gaji Lokal staf) 

b. Sub Kegiatan 0002 (Penyelenggaran Operasional & 

Pemeliharaan Perkantoran) 

1) Akun 521111 (Belanja operasional perkantoran) 

2) Akun 522111 ( Belanja Jasa) 

3) Akun 522114 (Belanja Sewa) 

4) Akun 523111  (Belanja Pemeliharaan mesin & 

Peralatan) 

5) Akun 523121 (Belanja Pemeliharaan Gedung & 

Bangunan) 

6) Akun 523121 (Belanja Pemeliharaan Kendaraan 

Dinas) 

7) Akun 524211 (Belanja Perjalanan Dinas Luar 

Negeri) 

c. Sub Kegiatan 0003 (Pelayanan Publik Atau 

Birokrasi) 

1) Akun 521211 (Belanja Barang Non Operasional) 

2) Akun 521219 (Belanja Barang Non Operasional) 

3) Akun 521213 (Belanja Honor Yg Terkait dgn 

Kegiatan) 

4) Akun 524219 (Belanja Perjalanan Luar Negeri) 

5) Akun 522115 (Belanja Jasa Profesi) 

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya Kementerian Luar Negeri 
a. Kegiatan 1302 (Penyelenggaraan Diplomasi dan Kerjasama 

Internasional Satker Luar Negeri 
1) Output 002 (WNI/BHI yang mendapatkan 

pelayanan/perlindungan) 
i) Akun 521211 (Belanja Bahan) 

ii) Akun 521219 (Belanja Barang Non Operasional 

Lainnya) 
iii) Akun 522131 (Belanja Jasa Konsultan) 
iv) Akun 524219 (Belanja Perjalanan Lainnya – Luar 

Negeri) 
2) Output 003 (Laporan Promosi/Kerjasama Internasional) 

i) Akun 521211 (Belanja Bahan) 
ii) Akun 521213 (Belanja Honor Output Kegiatan) 

iii) Akun 521219 (Belanja Barang Non Operasional 

Lainnya) 
iv) Akun 522151 (Belanja Jasa Profesi) 
v) Akun 524219 (Belanja Perjalanan Lainnya – Luar 

Negeri) 
3) Output 004 (Jumlah Masyarakat Indonesia di Luar 

Negeri yang dibina/digalang) 
i) Akun 521211 (Belanja Bahan) 

ii) Akun 521213 (Belanja Honor Output Kegiatan) 
iii) Akun 521219 (Belanja Barang Non Operasional 

Lainnya) 
iv) Akun 522151 (Belanja Jasa Profesi) 
v) Akun 524219 (Belanja Perjalanan Lainnya – Luar 

Negeri) 
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Tabel 4.3 (lanjutan) 

Perbandingan DIPA Tahun Anggaran 2010 dengan 2012 

DIPA 2010 DIPA 2012 

 

2. PROGRAM 01.01.05.1058 (Peningkatan Kerjasama 

Internasional) 

a. Sub Kegiatan 1058 (Penyelenggaraan Hubungan 

Diplomasi  Bidang Ekonomi dan Kerjasama Teknik 

Luar Negeri) 

1) Akun 521211 (Belanja Barang Non Operasional) 

2) Akun 521219 (Belanja Barang Non Operasional) 

3) Akun 521213 (Belanja Honor Yg Terkait dgn 

Kegiatan) 

4) Akun 524219 (Belanja Perjalanan Luar Negeri) 

 

3. PROGRAM 01.01.0017 (Progam Peningkatan Sarana 

Dan Prasarana) 

a. SubKegiatan0024 

(Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan 

Prasarana)  

4) Akun532111(Belanja Modal Peralatan & Mesin )  

 

 
5) Output 005 (Dokumen Kekonsuleran) 

i) Akun 521211 (Belanja Bahan) 
6) Output 994 (Layanan Perkantoran) 

i) Akun 511141 (Belanja Tunjangan Sewa Rumah) 
ii) Akun 511142 (Belanja Tunjangan Restitusi 

Pengobatan)  
iii) Akun 511145 (Belanja TPLN) 
iv) Akun 511149 (Belanja Lokal Staff Lainnya) 
v) Akun 521111 (Belanja Keperluan Perkantoran) 

vi) Akun 521119 (Belanja Barang Operasional lainnya) 
vii) Akun 522111 (Belanja Langganan Listrik) 

viii) Akun 522112 (Belanja Langganan Telepon) 
ix) Akun 522113 (Belanja Langganan Air) 
x) Akun 522119 (Belanja Langganan Daya dan Jasa 

Lainnya) 
xi) Akun 523111 (Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung 

dan Bangunan) 
xii) Akun 523121 (Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan 

dan Mesin) 
xiii) Akun 524211 (Belanja Perjalanan Biasa – Luar 

Negeri) 
xiv) Akun 524219 (Belanja Perjalanan Lainnya – Lua 

Negeri) 
7) Output 997 (Peralatan dan Fasilitas Perkantoran) 

i)  Akun 532111 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin) 
 

Sumber : Data Diolah 

Dari Tabel 4.3 terlihat bahwa pada Tahun Anggaran 2012 DIPA tidak 

lagi diklasifikasi ke dalam 3 program seperti pada Tahun Anggaran 2010. 

Pada Tahun Anggaran 2010  pada program 1 hanya memuat belanja 

pegawai (akun 51) dan belanja barang (akun 52),  program 2 hanya memuat 

belanja barang (akun 52) serta program 3 hanya memuat belanja modal 

(akun 53). Pada Tahun Anggaran 2012 hanya ada 1 program dimana 

terdapat belanja pegawai (akun 51), belanja barang (akun 52) dan belanja 

modal (akun 53). Dengan hanya ada satu program dan adanya kewenangan 
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revisi oleh KPA sesuai dengan PMK RI No 49 Tahun 2012 pasal 41, maka 

memudahkan Satker Luar Negeri yang akan melakukan revisi dengan 

cukup ditandatangani Kepala Satker Luar Negeri selaku KPA, dan bisa 

langsung disahkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan bila memenuhi 

ketentuan sesuai peraturan di atas.  

2.  Badan Pemeriksa Keuangan  merekomendasikan kepada Pimpinan Satker 

Luar Negeri agar: 

a. Berkoordinasi secara aktif dengan Kementerian Keuangan untuk 

melakukan penyelesaian yang tepat terhadap permasalahan internal 

PFK Satker Luar Negeri supaya tidak terjadi secara terus menerus dan 

mengganggu likuiditas Satker Luar Negeri. 

b.  Memperbaiki prosedur dan mekanisme pembebanan anggaran Satker 

Luar Negeri yang berkaitan dengan permasalahan PFK. 

c. Membuat edaran kepada seluruh Satker Luar Negeri untuk tidak 

memperkenankan lagi penggunaan PFK apabila terdapat belanja yang 

tidak tersedia mata anggarannya dan sanksi atas pelanggarannya. 

3. Perubahan  prosedur dan mekanisme pembebanan anggaran Satker Luar 

Negeri yang berkaitan dengan permasalahan PFK, diantaranya: 

a. Setiap pembebanan pengeluaran terkait PFK harus mendapatkan 

persetujuan tertulis dari Pusat. Karena selama ini masih ada Satker 

Luar Negeri yang tidak meminta persetujuan tertulis dari Pusat. Surat 

Menteri Keuangan No. S-2.18/424/0182 tanggal 13 Januari 1982, yang 

menyatakan bahwa Kas Besi adalah dana yang disediakan di Satker 

Luar Negeri untuk keperluan berjaga-jaga terhadap keadaan/kejadian 

yang mungkin timbul, terutama sekali untuk membiayai Satker Luar 

Negeri apabila UP mengalami keterlambatan dan untuk keperluan 

lainnya yang penggunaannya terlebih dahulu harus mendapat 

persetujuan/instruksi dari Satker Luar Negeri Pusat di Jakarta. 

b. Bila ada pembebanan PFK terkait dengan perlindungan WNI/BHI 

maka harus segera dilaporkan kepada Direktorat Perlindungan 
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WNI/BHI serta Biro Perencanaan dan Organisasi. Sehingga 

pembebanan PFK tersebut bisa disetujui bersama apakah akan 

menggunakan dana pada Direktorat Perlindungan WNI/BHI ataukah 

akan  melalui mekanisme Revisi DIPA yang menjadi kewenangan Biro 

Perencanaan dan Organisasi. Karena selama ini Satker Luar Negeri 

memiliki inisiatif sendiri untuk meminta penggantian pembebanan 

PFK Minus terkait dengan perlindungan WNI/BHI pada unit terkait 

tanpa prosedur dan mekanisme yang jelas akan jalur penggantian 

pengeluaran PFK Minus yang harus ditempuh. Hal ini sesuai dengan 

tanggapan dari para Bendahara yang bertugas pada beberapa Satker 

Luar Negeri. Bila memang ada pembebanan PFK Minus terkait 

perlindungan WNI/BHI yang tidak bisa terhindarkan maka bisa 

diajukan dengan mekanisme Anggaran Belanja Tambahan (ABT). 

Dalam penelitian yang dilakukan Lawson, et. al (2011) disebutkan 

bahwa kongres Amerika Serikat mengalokasikan Anggaran Belanja 

Tambahan (Supplemental Appropriations) pada Satker Luar Negeri 

Amerika Serikat untuk kebutuhan yang bersifat mendesak dan tidak 

dapat ditunda yang berhubungan dengan perlindungan warga negara 

dan memerangi terorisme. Anggaran Belanja Tambahan ini dapat 

bersumber dari alokasi anggaran masa depan atau dengan 

menggunakan anggaran dana cadangan yang dimilikinya. Dalam 

praktek di Indonesia bisa menggunakan anggaran Belanja Lainnya BA 

999 yang ditujukan untuk situasi darurat kemanusiaan. 

c. Bila ada pembebanan PFK terkait dengan belanja pegawai yang 

disebabkan kurangnya anggaran belanja dan atau besetting yang 

melebihi formasi, maka harus segera dilaporkan kepada Biro 

Kepegawaian serta Biro Perencanaan dan Organisasi agar bisa dicari 

jalan keluar yang baik apakah akan menarik pulang Home Staff yang 

melebihi formasi atau menugaskan Home Staff tersebut kepada Satker 

Luar Negeri lain yang ada di dekat Satker Luar Negeri tersebut. 
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d. Melarang penggunaan PFK terkait dengan belanja modal kecuali yang 

sudah dalam  masa kontrak dan melebihi dari perkiraan anggaran yang 

ada. Karena PFK belanja modal termasuk dalam belanja tidak 

mengikat yang proses persetujuannya di Kementerian Keuangan akan 

lebih sulit daripada belanja mengikat. PFK Belanja Modal bila tidak 

bisa terhindarkan lagi dapat diajukan dalam penggantiannya melalui 

penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ada 

pada Satker Luar Negeri. Hal ini seperti terdapat pada penelitian yang 

dilakukan oleh Lawson, et. al (2011) disebutkan bahwa Pemerintah 

Amerika Serikat pada tahun 2011 mengajukan persetujuan kepada 

Kongres Amerika Serikat untuk menyetujui penggunaan dana yang 

didapat dari pendapatan visa dan paspor untuk menutup kekurangan 

anggaran belanja pada Satker Luar Negeri. 

e. Melakukan pendataan pada Satker Luar Negeri yang tingkat gaji Local 

Staff berada di bawah Upah Minimum Regional (UMR) negara 

setempat. Pendataan ini wajib dilakukan karena pembebanan 

kekurangan anggaran yang tersedia harus jelas diputuskan dan tidak 

boleh hanya diserahkan  kepada Bendahara Satker Luar Negeri. 

Bendahara  tidak punya pilihan lain untuk membebankan kekurangan 

anggaran tersebut kecuali pada mata anggaran lain yang tersedia 

walaupun terkadang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

f. Melarang para Bendahara Satker Luar Negeri untuk memasukkan 

tenaga lepas (honorer) dalam Daftar Payroll Local Staff. Karena tenaga 

lepas (honorer) ini seharusnya dibebankan ke dalam akun belanja 

barang (akun 52). Masuknya honorer dalam Daftar Payroll Local Staff 

akan berakibat terlampauinya anggaran yang tersedia untuk belanja 

pegawai Local Staff. Hal ini sesuai dengan Temuan Inspektorat 

Jenderal Satker Luar Negeri seperti yang terdapat pada Lampiran 2. 

Keputusan Presiden No.42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan 

APBN Pasal 10 ayat (2) menyebutkan bahwa pimpinan dan atau 

pejabat departemen/lembaga/pemerintah daerah tidak diperkenankan 
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melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 

anggaran belanja negara, jika dana untuk membiayai tindakan tersebut 

tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam anggaran belanja negara. 

Pasal 10 ayat (2) menyebutkan bahwa pimpinan dan atau pejabat 

departemen/lembaga/pemerintah daerah tidak diperkenankan 

melakukan pengeluaran atas beban anggaran negara untuk tujuan lain 

dari yang ditetapkan dalam anggaran belanja negara 

4. Perubahan sistem yang diajukan Kementerian Keuangan 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan mengkaji 

kemungkinan perubahan metode pembayaran belanja atas beban APBN 

pada Satker Luar Negeri untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya 

selisih kurs melalui penyediaan valuta asing oleh Bendahara Umum Negara 

(BUN) / Menteri Keuangan untuk Satker Luar Negeri, optimalisasi 

penggunaan Rekening Kas Umum Negara (RKUN) valuta asing, RKA KL 

dan DIPA memuat pagu dalam valuta asing, Tunjangan Penghidupan Luar 

Negeri (TPLN) disusun sesuai dengan mata uang yang akan disediakan 

untuk satker luar negeri, penerbitan SP2D Satker Luar Negeri dalam bentuk 

valuta asing dan pencatatan realisasi anggaran dalam rupiah, sentralisasi 

settlement pembayaran untuk Satker Luar Negeri melalui Direktorat 

Pengelolaan Kas Negara, penetapan kurs APBN dalam beberapa mata uang 

asing (Kurs multi currency pada APBN, nantinya tidak saja dikhususkan 

untuk pengelolaan keuangan Satker Luar Negeri, tetapi juga dapat 

diterapkan pada manajemen valas pemerintah pusat secara keseluruhan), 

kurs APBN digunakan sebagai kurs acuan untuk mencatat transaksi valuta 

asing atas beban DIPA satuan kerja, kurs tengah Bank Indonesia digunakan 

sebagai kurs acuan untuk mencatat transaksi kas (transaksi tersebut dicatat 

pada Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN)), kurs transaksi 

adalah kurs yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian valuta 

asing tertentu dari sumber eksternal (transaksi tersebut dicatat pada 

SAKUN), selisih antara kurs APBN dan kurs tengah Bank Indonesia 

digunakan sebagai acuan untuk mencatat selisih kurs pada transaksi valuta 
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asing Satker Luar Negeri (dalam hal terjadi selisih, maka selisih tersebut 

juga dicatat pada SAKUN), selisih antara kurs transaksi dan kurs tengah 

Bank Indonesia digunakan sebagai acuan mencatat selisih kurs pada 

pengadaan/pembelian valuta asing dari sumber eksternal (jika terjadi 

selisih, maka selisih tersebut dicatat pada SAKUN), revisi DIPA Satker 

Luar Negeri dapat terjadi akibat dari perubahan pada asumsi kurs APBN. 

Untuk memudahkan sistem yang diajukan Kementerian Keuangan 

maka diusulkan untuk membentuk KPPN baru (KPPN Jakarta VII) yang 

khusus melayani Satker Luar Negeri. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Pembukuan Pihak Ketiga (PFK) merupakan sarana untuk membebankan 

pengeluaran sementara yang terjadi saat UP belum diterima atau terjadi 

kekurangan anggaran dalam DIPA satuan kerja. Pembukuan Pihak Ketiga 

(PFK) harus didefinitifkan menjadi pengeluaran DIPA bila transfer 

UP/transfer UP selisih kurs/transfer UP ABT Kekurangan Belanja/revisi POK 

telah diterima oleh satuan kerja berdasarkan persetujuan oleh Direktorat 

Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada Kementerian 

Keuangan. PFK yang tidak dapat didefinitifkan menjadi pengeluaran DIPA 

pada tahun anggaran berjalan akan menjadi PFK Minus pada akhir tahun 

anggaran. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 

 PFK Minus tersebut terjadi disebabkan oleh karena beberapa Satker Luar 

Negeri tidak segera mengajukan ke pusat untuk meminta Anggaran Belanja 

Tambahan (ABT) untuk menutup pengeluaran PFK Minus khususnya untuk 

anggaran belanja mengikat; beberapa Satker Luar Negeri tidak memberikan 

data pendukung atau dokumen yang diperlukan pusat untuk pengajuan 

usulan ABT ke Kementerian Keuangan guna pembahasan anggaran; adanya 

kenaikan Tunjangan Penghidupan Luar Negeri (TPLN), Tunjangan Sewa 

Rumah (TSR), Tunjangan Restitusi Pengobatan; belanja pegawai Local 

Staff yang tidak sesuai dengan ketentuan; pagu anggaran belanja pegawai 

Local Staff tidak mencukupi; pagu anggaran perlindungan Warga Negara 

Indonesia / Badan Hukum Indonesia (WNI/BHI) tidak mencukupi; pagu 

anggaran sewa gedung kantor/wisma Satker Luar Negeri yang ada dalam 

DIPA tidak mencukupi; pagu anggaran belanja daya dan jasa Satker Luar 

Negeri yang ada dalam DIPA tidak mencukupi; pagu anggaran Tunjangan 

Restitusi Pengobatan Satker Luar Negeri yang ada dalam DIPA tidak 

mencukupi; adanya selisih kurs dari saat pengajuan RKA-K/L dengan saat 

pembebanan DIPA Satker Luar Negeri dimana terjadi perbedaan kurs tukar 
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mata uang yang melebihi anggaran yang tersedia dalam pagu DIPA Satker 

Luar Negeri; lamanya proses pengajuan revisi yang dilakukan. 

 PFK Minus yang terjadi pada Satker Luar Negeri mengakibatkan adanya 

pemotongan Uang Persediaan (UP) pada tahun anggaran 2011 oleh KPPN 

sebagai akibat kurang setor Sisa UP tahun anggaran 2010 yang terjadi 

karena pembebanan PFK Minus, berkurangnya saldo Kas Besi yang 

ditujukan untuk berjaga-jaga di perwakilan karena sebagian Satker Luar 

Negeri yang menghindari pemotongan UP tahun anggaran 2011 

menyetorkan Sisa UP tahun anggaran 2010 dengan dana Kas Besi, 

berkurangnya kemampuan penyerapan anggaran dan pemenuhan syarat 

75% pemakaian Uang Persediaan (UP) untuk mendapat penggantian UP 

dimana Kas Besi sudah dipergunakan dan sudah dikenakan pemotongan 

UP,  tidak berjalannya tugas pokok dan fungsi secara maksimal pada Satker 

Luar Negeri yang dikenakan pemotongan UP. 

 Alternatif penyelesaian PFK Minus adalah pembebanan pengeluaran PFK 

Minus pada tahun anggaran berjalan bila telah mendapatkan verifikasi 

secara menyeluruh dari BPKP dan harus mengikat Satker Luar Negeri dan 

Kementerian Keuangan dalam persetujuan tripartit antara ketiga pihak 

tersebut, membuat surat Tuntutan Ganti Rugi dan melakukan penagihan 

pada pengelola keuangan Satker Luar Negeri yang telah melakukan 

pengeluaran PFK Minus tanpa didukung dengan bukti-bukti pengeluaran 

yang lengkap, untuk PFK Eksternal dimintakan penggantian kepada 

Kementerian Keuangan dengan mekanisme ABT pada tahun anggaran 

berjalan dan meminta bantuan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq 

Direktorat Pengelolaan Piutang  dan  Lelang Negara untuk melakukan 

penagihan pada pihak ketiga terkait PFK Minus tersebut. 

 Langkah strategis di masa mendatang untuk mengurangi kemungkinan 

munculnya PFK Minus adalah perbaikan atas mekanisme revisi DIPA pada 

tahun anggaran berjalan; perubahan  prosedur dan mekanisme pembebanan 

anggaran Satker Luar Negeri yang berkaitan dengan permasalahan PFK 

misalnya dengan mewajibkan semua pembebanan PFK dengan persetujuan 

Pusat, bila ada PFK Perlindungan WNI dilaporkan kepada BPO dan 
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Direktorat Perlindungan WNI/TKI, bila ada PFK belanja pegawai 

dilaporkan kepada BPO dan Biro Kepegawaian, melarang penggunaan PFK 

belanja modal kecuali yang sudah terikat kontrak atau meminta persetujuan 

penggunaan dana PNBP untuk penggantiannya, melarang para Bendahara 

Satker Luar Negeri untuk memasukkan tenaga lepas (honorer) dalam Daftar 

Payroll Local Staff; dan melakukan perubahan pengganggaran dan 

pembebanan DIPA dalam valuta asing sesuai dengan perubahan sistem 

yang diajukan Kementerian Keuangan. 

5.2 Implikasi Penelitian 

1. Penelitian ini memiliki implikasi pada Bendahara Satuan Kerja Luar 

Negeri yang akan ditugaskan di kemudian hari untuk melakukan langkah 

penyelesaian pembebanan pengeluaran PFK Minus pada tahun anggaran 

berjalan bila telah mendapatkan verifikasi secara menyeluruh dari BPKP. 

Sebagai langkah strategis untuk mencegah terjadinya saldo PFK Minus 

pada akhir tahun anggaran dengan melakukan pembebanan PFK melalui 

persetujuan Pusat. PFK Perlindungan WNI/TKI harus dilaporkan kepada 

BPO dan Direktorat Perlindungan WNI/TKI untuk dirumuskan langkah 

penyelesaiannya. PFK belanja pegawai harus dilaporkan kepada BPO dan 

Biro Kepegawaian. Bendahara tidak  boleh menggunakan PFK belanja 

modal kecuali yang sudah terikat kontrak atau bisa meminta persetujuan 

penggunaan dana PNBP untuk penggantiannya. Bendahara tidak boleh 

memasukkan tenaga lepas (honorer) dalam Daftar Payroll Local Staff. 

2. Bagi Satker Luar Negeri untuk mengajukan langkah penyelesaian PFK 

Minus kepada Kementerian Keuangan, bisa dilakukan penyelesaian 

pembebanan pengeluaran PFK Minus pada tahun anggaran berjalan bila 

telah mendapatkan verifikasi secara menyeluruh dari BPKP yang mengikat 

semua pihak yang terkait.  

3.Bagi Kementerian Keuangan untuk penetapan peraturan/prosedur/kebijakan 

terkait dengan solusi pembebanan pengeluaran yang tidak ada/kurang 

tersedia dalam Mata Anggaran Kegiatan pada tahun anggaran berjalan, 
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namun mutlak dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas perlindungan 

WNI/BHI, dengan mengalokasikan dana cadangan pada Sekretariat 

Jenderal Satker Luar Negeri atau dalam bentuk alokasi anggaran Belanja 

Lainnya BA 999. Hal ini untuk menghindari pembebanan tanggung jawab 

tersebut hanya kepada Bendahara pada Satker Luar Negeri. 

5.3 Keterbatasan Penelitian dan Saran  

Penelitian ini memiliki keterbatasan dimana studi kasus hanya 

dilakukan pada 12 Satker Luar Negeri yang dipilih menjadi sampel penelitian 

dikarenakan adanya faktor kerahasiaan data, tahun penelitian hanya dilakukan 

pada PFK Minus yang terjadi sampai dengan tahun 2010, dokumen sumber 

penelitian hanya terbatas pada korespondensi antara Satker Luar Negeri 

dengan Pusat beserta dengan hasil verifikasi yang dilakukan tim pemeriksa 

Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 

dan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Satker Luar Negeri 

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah: 

1.  Sampel yang digunakan adalah seluruh populasi Satker Luar Negeri yang 

memiliki PFK minus dan beberapa Satker Luar Negeri yang tidak 

memiliki PFK Minus 

2.  Jangka waktu penelitian diperpanjang sampai dengan setelah keseluruhan 

hasil verifikasi BPKP pada Satker Luar Negeri selesai dilakukan 

3.  Melakukan perbandingan perlakuan PFK Minus pada negara lain yang 

memiliki karakteristik Satker Luar Negeri yang sama dengan Indonesia 

4.  Melakukan perbandingan metode pembayaran pengeluaran anggaran yang 

terjadi pada Satker Luar Negeri yang dimiliki oleh negara lain. 
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